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WAL I KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 11 TAHUN 2025 

T E N T A N G 

P E T U N J U K PELAKSANAAN DANA P E N G E M B A N G A N K E L U R A H A N 

D E N G A N RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

WAL I KOTA GORONTALO, 
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a. bahwa da lam rangka meningkatkan efektivitas. dan efisiens i 

penggunaan D a n a Pengembangan Kelurahian di K o t i 

Gorontalo, per lu pengelokian yang d i l aksanakan s e c a r i 

t r ansparan dan akuntabe l ; 

b. bahwa guna pe laksanaan pengelolaan dana pengembangan 

ke lu rahan yang t ransparan dan akuntabe l per lu petunjuk 

pe laksanaan; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana. 

d imaksud dalam h u r u f a dan h u r u f b, per lu membentulc 

Pera turan Wal i Kota tentang Petunjuk Pe laksanaan D a n a 

Pengembangan Ke lu rahan . 

1. Pasa l 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasa r Negara Republilc 

Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah T ingkat 11 di Su lawes i 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, T a m b a h a n Lembaran Negara Reputi l ik Indonesi^ 

Nomor 1822); 

3 . Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentank 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republilc 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana 

telah d iubah beberapa ka l i t e rakhir dengan Undang-
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WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 11 TAHUN 2025 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA PENGEMBANGAN KELURAHAN 

Menimbang : 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan al 

penggunaan Dana Pengembangan Kelurahan di Kot 

Gorontalo, perlu pengelolaan yang dilaksanakan secara 

transparan dan akuntabel, 

bahwa guna pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan 

kelurahan yang transparan dan akuntabel perlu petunjuk 

pelaksanaan, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu membentuk 

Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana 

Pengembangan Kelurahan. 

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Jndang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 6 T a h u n 20:23 tentang Penetapan P e r a t u r a i 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

T a h u n 2022 tentang C ip ta Ker ja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 202 3 

Nomor 4 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesi a 

Nomor 6856) ; 

4. Pera turan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neg;ara Republi: c 

Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42 , T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6322) ; 

5. Pera turan Menteri Da l am IVegeri Nomor 130 T a h u n 2018 

tentang Penggunaan S a r a n a dan P rasa rana Ke lu rahan dai i 

Pemberdayaan Masyarakat di Ke lu rahan ; 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N W A L I KOTA GORONTALO T E N T A N G P E T U N J U K 

PELAKSANAAN DANA P E N G E M B A N G A N KELUR/ .HAN 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Dalam Pera turan Wal i Kota in i yang d imaksud dengan : 

1. Peranglcat Daerah ada lah u n s u r pembantu Kepa la Daerab. dan Dewan 

Perwaki lan Rakya t Daerah da lam penyelenggaraan U r u s a n Pemer intahan 

yang menjadi kewenanggm Daerah . 

2. Kecamatan ada lah bagian w i layah yang dipimpin oleh camat. 

3 . Camat ada lah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan piemerintahan 

di w i layah ker ja kecamatan yang da lam pe laksanaen tugasnya 

memperoleh pe l impahan kewenangan ]3emerintahan dar i Wal i Kota 

Gorontiilo u n t u k menangani sebagian u r u s a n otonomi daerah, dan 

menyelenggarakan tugas u m u m pemerint i ihan. 

4. Ke lu ra l i an ada lah bagian w i layah dar i Kecamatan sebagai perangkat 

Kecamatan. 
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Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856), 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Penggunaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, | 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN DANA PENGEMBANGAN KELURAHAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM | 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

E. 

KERJA 

FUKUM 

4 

b
e
l
a
 

HE
 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

Kecamatan adalah bagian wilayah yang dipimpin oleh camat. 

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan 

di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasny 

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kot 

Gorontalo untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat 

Kecamatan.
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5. Lembaga Kemasyaraka tan ada lah lembaga yang dilaentuk o l e i 

masyaj-akat sesua i dengan kebutuhan dan merupakan mi t ra P e m e r i n t a i 

Ke lu ra l i an da lam memberdayakan masyaraka t sesua i dengjm Ketentua i 

Peratui-an Perundang-undangan. 

6. Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah yang se lanjutnya dis ingkat 

A P B D ada lah rencana keuangan t a h u n a n yang ditetapkan d e n g a i 

Pera turan Daerah 

7. D a n a Alokas i U m u m T a m b a h a n (DAU Tambahan) ada lah d u k u n g a i 

pendariaan bagi K e l u r a h a n u n t u k kegiatan pembangunan s a r a n a dan 

p rasa rana Ke lu rahan dan pemberdayaan masyaraka t di Ke lu rahan 

8. D a n a F'engembangan Ke lu rahan yang se lan jutnya disingkal: D P K ada la l i 

bagian dar i A lokas i A P B D yang d i l aksanakan oleh pemerintah dan 

masya i aka t Ke lu rahan u n t u k menunjang penyelenggaraan 

pemerintahan, peningkatan kusi l i tas pe layanan dan pembangunan di 

t ingkat Ke lu rahan . 

9. Swakelo la ada lah c a r a memperoleh barang/jasa yang d iker jakan send i i i 

oleh K( imenterian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerism/Lembaga/ 

Peranglcat Daerah Leiin, Organisas i Kemasyaraka tan , a t s u Kelompolc 

Masyarakat . 

10. Pemberdayaan masyaraka t ada lah upaya un tuk mendorong peningkatan 

peran dan kapas i tas masyaraka t dalaim proses pembangunan sos ia 

ekonomi dan l ingkungan Ke lu rahan . 

1 1 . Pengguna Anggaran ada lah yang se lanjutnya dis ingkat PA ada lah pejabat 

pemege.ng kewenangan penggunaan anggaran u n t u k me laksanakan tugais 

pokok dan fungsi Peramgkat Daerah yang dipimpinnya. 

12. K u a s a l^engguna Anggaran yang se lan jutnya disingkat KPA adalah pejabajt 

yang diberi k u a s a u n t u k me laksanakan sebagian kewenangan 

pengguna anggaran da lam melaksana l tan sebagian tugas dan fungsi 

Peranglcat Daerah . 

13. T i m Pembina D P K ada lah u n s u r pembantu kepada daerah dan D P R D 

da lam ]Denyelenggaraan u r u s a n pemerintt ihan yang menjadi k e w e n a n g a i 

daerah. 

14. Pejabat Pe l aksana Tekn i s Kegiatan yang se lanjutnya dis ingkat PPTIC 

ada lah Pejabat pada un i t s a tuan ker ja perangkat daerah yang 

me l aksanakan s a t u a t au beberapa kegiatan dar i s u a t u program sesuqi 

dengan bidang tugasnya. 

KERJA 

ASISTEN 

SEKDA 

T
A
P
 P
T
K
 

10. 

Ia 

12. 

13. 

14. 
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Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah 

Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat sesuai dengan Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingsest 

APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah 

Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan) adalah dukungan 

pendanaan bagi Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan 

prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 

Dana Pengembangan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DPK adala 

bagian dari Alokasi APBD yang dilaksanakan oleh pemerintah dan 

masyarakat Kelurahan untuk menunjang penyelenggaraan 

pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan di 

tingkat Kelurahan. 

Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri 

oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian / Lembaga / 

Perangkat Daerah Lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok 

Masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mendorong peningkatan 

peran dan kapasitas masyarakat dalam proses pembangunan sosial, 

ekonomi dan lingkungan Kelurahan. 

Pengguna Anggaran adalah yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. | 

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah. 

Tim Pembina DPK adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah. 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 

adalah Pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah yang 

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai 

dengan bidang tugasnya.



15. Bendahara Pengeluaran Pembantu ada lah pejabat fungsional yang 

d i tun juk mener ima, menyimpan, membayarkan , mena tausahakan da|n 

mempertanggungjawabkan uang u n t u k keper luan belanja daerah da lam 

rangka pe laksanaan Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah pada 

uni t ker ja Perangkat Daerah. 

16. Swakelo la tipe IV ya i tu Swakelo la yang d i rencanakan oleh Perangkat 

Daerah penanggung j awab anggaran dan/atau berdasarkan u s u l a n 

Kelompiok Masyarakat , dan d i l aksanakan serta d iawas i oleh Kelompolc 

Masyarakat pe laksana Swakelo la. 

17. Kelompiok Masyarakat ada lah kelompok masyaraka t y a n ; 

melaksans ikan Pengadaan B a r a n g / J a s a dengan dukungan anggaran 

belanja dar i A P B D . 

18. Fasi l i tator ada lah tenaga ahl i/ teknis yang bertugas u n t u k m e l a k u k a n 

pendampingan a t au as is tens i Penyelenggara Swakelo la. 

19. Nota Kesepahaman a t au Memorandum of Understami ing ada la l i 

kesepaJiatan antaira PA/KPA penanggung j awab anggaran dengan 

penanggung j awab Kelompok Masyairakat secara tertul is sebagai dasar 

penyusunan kontrak swakelola. 

20. Kontrailc Pengadaan B a r a n g / J a s a mela lui Swakislola yang 

se lanjutnya disebut Kontrak Swakelo la ada lah perjanj ian tertul is an ta ra 

PA/KPA/PPK dengan p impinan Kelompok Masyarakan pe laksana 

Swakelola. 

2 1 . S a r a n a ada lah fasi l itas penunjang yang berfungsi u n t u k penyelenggaraan 

dan pengembangan keh idupan ekonomi, siosial, dan budaya. 

:22. Prasargtna ada lah kelengkapan dasar fisik l ingkungan yan; 

memur.gk inkan l ingkungan pe rumahan dim p e rmuk iman dapat berfungsji 

sebagaimana mest inya. 

23. Daerah ada lah Kota Gorontalo. 

24. Pemerintah Daerah ada lah kepala daeral i sebagai u n s u r penyelenggari 

Pemer intahan Daerah yang memimpin pe laksanaan u r u s a n pemerintahaiji 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
i 

25 . Kepa la Daerah ada lah Wal i Kota Gorontalo. 

-
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15. 

16. 

17. 

18. 

19, 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 

rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 

unit kerja Perangkat Daerah. | 

t Swakelola tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Perangk 

Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan 

Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok 

Masyarakat pelaksana Swakelola. 

Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang 

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran 

belanja dari APBD. 

Fasilitator adalah tenaga ahli/teknis yang bertugas untuk melakukan 

pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola. 

Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding adalah 

kesepakatan antara PA/KPA penanggung jawab anggaran dengan 

penanggung jawab Kelompok Masyarakat secara tertulis sebagai dasar 

penyusunan kontrak swakelola. 

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola san 

selanjutnya disebut Kontrak Swakelola adalah perjanjian tertulis antara 

PA/KPA/PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana 

Swakelola. 

Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan 

dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yan 

memur.gkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya. 

Daerah adalah Kota Gorontalo. 

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
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B A B I I 

MAKSUD, T U J U A N DAN RVmG L I N G K U P 

Pasa l 2 

Maksud d ibentuknya Pera turan Wal i Kota Gorontalo in i sebagai j jedoman dan 

landasan h u k u m dalam pe laksanaan dan pengendalian kegiatan 

Pengembangan Ke lu rahan yang bersumber dar i A P B D dan sumber-sumbef-

dana yang siah la innya . 

Pasa l 3 

T u j u a n Pereituran Wal l Kota Gorontalo in i : 

a. meningkatkan efektifitas penyelenggarEian pemerintahar. di tingkait 

ke lura l i an da lam meningkatkan pelayanan dan pe laksanaa j i 

pembangunan sesua i kewenangannya; 

b. mendorong peningkatan part is ipas i/swadaya dan sifat giDtong royon|g 

masyarakat ; 

c. meningkatkan peran dan kapas i tas masyarakat ke lu rahan sertb 

mendorong mempercepat ketersediaan in f ras t ruktur yj ing ada qi 

ke lu rahan ; dan 

d. menunjang operasional k e lu rahan dan pemberdayaan serta inova^i 

ke lura l i an . 

Pasa l 4 

Ruang Linglcup Pera turan Wal i kota in i meliputi : 

a . pr insip pengelolaan DPK; 

b. pemaniaatan DPK; 

c. tahap f ierencanaan kegiatan; 

d. tahap f ie laksanaan; dan 

e. eva luas i dan pelaporan; 

B A B I I I 

PR INSIP PENGELOLAyVN D P K 

Pasa l 5 

(1) D P K dikelola berdasarkan pr insip efektif, efisien, akun tabe l t ransparan 

dan partisipatif. 

s5 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 | 

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota Gorontalo ini sebagai pedoman dah 

landasan hukum dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiat 

Pengembangan Kelurahan yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber 

dana yang sah lainnya. 

Pasal 3 

Tujuan Peraturan Wali Kota Gorontalo ini: 

a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. di tingkat 

kelurahan dalam meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan 

pembangunan sesuai kewenangannya, 

b. mendorong peningkatan partisipasi/swadaya dan sifat gotong royong 

masyarakat, | 

| 

z. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat kelurahan serta 

mendorong mempercepat ketersediaan infrastruktur yang ada di 

kelurahan: dan 

d. menunjang operasional kelurahan dan pemberdayaan serta inovasi 

kelurahan. 

Pasal 4 

Ruang Lingkup Peraturan Wali kota ini meliputi: 

Aa. prinsip pengelolaan DPK, 

b. pemantaatan DPK, 

C. tahap perencanaan kegiatan, 

d. tahap pelaksanaan, dan 

2. evaluasi dan pelaporan, 

BAB III 

PRINSIP PENGELOLAAN DPK 

Pasal 5 

SEKDA 

(1) DPK dikelola berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabel. transparan, 

dan partisipatif. 

5
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i 

(2) Pr insip efektif sebagaimana d imaksud pada ayat (1) beroirientasi pada 

pencapaian tu juan dan h a s i l pekerjaan yaj ig d iharapkan pada w a k t u yang 

telah ditetapkan. 

(3) Pr insip efisien sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ada lah p e l a k s a n a a i 

kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tu juan dan has i l yang 

m a k s i m a l dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara hema t 

dan cei-mat. 

(4) Pr insip akuntabe l sebagaimama d imaksud pada ayat (1) a d a l a i 

pemerintah h a r u s bertanggung j awab secara moral , h u k u m dan polit ic 

atas kehi jakan dan t indakan-t indakannyai . 

(5) Pr insip t ransparan sebagaimana dimaiksud pada ayat (1) ada lah prinsiD 

yang menjamin akses a t au kebebas£in bagi setiap orang u n t u c 

memperoleh informasi tentang penyelengj;araan kegiatan. 

(6) Pr ins ip part is ipati f sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ada lah s u a t u 

keterl ibatan secara fisik m a u p u n p ik i ran dan pendapat dar i warga dalar i 

pe laks i inaan kegiatan. 

B A B IV 

PEMANFAATAN D P K 

Pasa l 6 

(1) Alokas; D P K berdasarkan Dokumen Pe laksanaan Anggaran Kecamatan 

dan/a tau Dokumen Pe laksanaan Anggaram Ke lu rahan . 

(2) D P K sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d imanfaatkan u n t u k 

membiayai pe laksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Ke lu ra l i an . 

(3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ke lu rahan sebagaimana 

dimaksiud pada ayat (2) berupa Kegiatan Pemberdayaan Ke lu rahan . 

Pasa l 7 

Kegiatan Pemberdayaan Ke lu rahan sebagaimana d imaksud dalam pasa l 6 

ayat (3) mel iput i : 

a . sub kegiatan pembangunan s a r a n a dan p rasa rana ke lu rahan ; dan 

b. sub kegiatan pemberdayaan masyaraka t di ke lu rahan . 
SEKDA 

2
 —
 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 
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Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pad 

pencapaian tujuan dan hasil pekerjaan yang diharapkan pada waktu yang 

telah ditetapkan. 

Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan 

kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan hasil yang 

maksirnal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara hemat 

dan cermat. 

Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pemerintah harus bertanggung jawab secara moral, hukum dan politik 

atas kebijakan dan tindakan-tindakannya. 

Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prinsip 

yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan kegiatan. 

Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suat 

keterlibatan secara fisik maupun pikiran dan pendapat dari warga dala 

pelaksanaan kegiatan. 

BAB IV 

PEMANFAATAN DPK 

Pasal 6 

Alokas:. DPK berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan 

dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan. 

DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk 

membiayai pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan. 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) berupa Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. 

Pasal 7 

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebagaimana dimaksud clalam pasal 6 

ayat (3) meliputi : 

a. sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan 

b. sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
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P asa l 8 
1 

(1) S u b Kiigiatan Pembangunan S a r a n a dan P rasa rana Ke lu rahan 

sebagaimana d imaksud da lam pasa l 7 h u r u f a d igunakan u n t u k membiayai 

pe layanan sosial dasar yang berdampak langsung pada men ingka tny i 

kua l i t as h idup masyaraka t . 

(2) Sub K(jgiatan Pembangunan Sau"aina dan Prasairana Ke lu rahan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mel iput i : 

a . pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemelihairaan sarama 

dan p rasa rana l ingkungan pemuk iman; 

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemelihairaan s a r a n a 

dan p rasa rana trainsportasi; 

c. pengadaan, pembamgunan, pengembangan dan pemel iharaan s a r a n a 

dan p rasa rana kesehatan; dan/a tau 

d. pengadaan, pembangunan, pengembamgan dan pemel iharaan s a r a n a 

dan prasairana pendidikan dan kebudayaan. 

i[3) Pengadaiin, pembangunan, pengembangan dein pemelihairaan s a r a n a dan 

p rasa rana l ingkungan pemuk iman sebagaimana dimaiksud pada 

ayat (2) h u r u f a mel iputi : 

a . j a r ingan a i r m i n u m s k a l a lingkungain pe rmuk iman ; 

b. dra in i i se/sa luran air skeda l ingkungan permuk iman; 

c. sarama pengumpulan sampah, tempat pembuangan sampaih sementara 

dan siarana pengolahan sampah, r u m a h kompos dan bank sampah; 

d. s u m u r resapan dan biopori; 

e. ins ta las i pengelolaan air l imbah (IPAL) k omuna l s k a l a pemukimeui 

m£iks].mal 10 kepa la ke luarga pener ima manfaat; 

f. l ampu penerangein j a l a n l ingkungan pemuk iman dan pe rumahan 

dengan memanfaatkan sumber enerj^i tenaga l i s t r ik masyaraka t 

setempat mela lu i pola pemberdayaan masyaraka t dan/a tau sumber 

energ: tenaga su rya ; 

g. t a m a n / R T H Skada Ke lu rahan dengain anggaran pal ing banyadc 

Rp. 50 .000.000, - ( l ima p u l u h j u t a rupia l i ) ; 

h . s a r a n a olahraga s k a l a lingkungain dengan anggaran pailing banyalc 

Rp. 50 .000.000. - ( l ima p u l u h j u t a rupialn); dan/a tau 

i . a lat evakuas i bencana s k a l a kelurahain. 
SEKDA 

P
P
P
A
 

. 

Pasal 8 

(1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a digunakan untuk membiayai 

pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya 

kualitas hidup masyarakat. 

(2) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

serem a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

dan prasarana lingkungan pemukiman, 

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana transportasi, 

Cc. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana kesehatan, dan/atau 

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana pendidikan dan kebudayaan. 

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a meliputi : 

a. jaringan air minum skala lingkungan permukiman, 

b. drainase/saluran air skala lingkungan permukiman, 

Cc. sarana pengumpulan sampah, tempat pembuangan sampah sementara 

dan sarana pengolahan sampah, rumah kompos dan bank sampah, 

d. sumur resapan dan biopori, 

e. instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) komunal skala pemukiman 

maksimal 10 kepala keluarga penerima manfaat, 

f. lampu penerangan jalan lingkungan pemukiman dan perumah 

dengan memanfaatkan sumber energi tenaga listrik masyaraka 

setempat melalui pola pemberdayaan masyarakat dan/atau sumber 

energ. tenaga surya, 

g. taman/RTH Skala Kelurahan dengan anggaran paling banyak 

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 

h. sarana olahraga skala lingkungan dengan anggaran paling banyak 

Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan/atau 

i. alat evakuasi bencana skala kelurahan.
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(4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemel iharaan s a r a n a da|i 

p rasa rana t ransportas i sebagaimana d r n a k s u d pada aya-t (2) h u r u f 

mel iput i : 

a . j a l a n pemuk iman berupa j a l a n l ingkungan, j a l a n setapak dan loronk 

h i j au (jalan setapak yang dilengkapi accessories vegetasi), j a l a n akses 

pe rmuk iman yang terhubung ke kawasa i i pemakaman u m u m ser ta j a l a j i 

akses pe rmuk iman penghubung k a w a s a n par iwisata ; 

b. halte sederhana u n t u k s a r a n a transportas i u m u m lokal ; d£in/atau 

c. j a l a n k h u s u s berupa j a l u r evakuas i bencana di kawasan pe rmuk iman 

(5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemel iharaan s a r a n a dab 

p rasa rana kesehatan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) hu;ruf c mel iput i 

kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemel iharaan bangunaj i 

dengan j j e rk i raan kebutuhan biaya pal ing banyak Rp. 50.000.000, - (limq 

p u l u h j u t a rupiah) yang mel iput i : 

a . mand i cuc i k a k u s u n t u k u m u m / k o m u n a l dan/a tau j a m b a n keluargk 

yang d imanfaatkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) kepsda keluarga 

dan/a tau 

b. pos pelayanan terpadu, pos p imbinaan terpadu, pos obai; dan saran^. 

kesehatan ke lu rahan l a innya mi l ik pemer intah daerah. 

(6) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemel iharaan s a r a n a dab 

prasarar ia pendidikan dan kebudayaan sebagaimana d imaksud 

pada aygit (2) h u r u f d mel iput i kegiatan pembangunan, pengembangan dan 

pemelihgraan bangunan dengan perk i raan kebutuhan biaya paling banyaljc 

Rp . 50 .000.000, - ( l ima p u l u h j u t a rupiah) yang meliputi : 

a . t aman bacagm masyarakat ; 

b. bangunan gedung dan pagar T K Pendidikan Anak U s i a D in i ; 

c. waheuia permainan angik pendidikan anak u s i a dini ; dan/a tau 

d. panggqng seni budaya daerah di t ingkat ke lurahan . 

Pasa l 9 

S u b Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di K e l u r a h a n sebagaimana d imaksud 

dalgim pasid 7 h u r u f b, digunakgin u n t u k peningkatan kg.pasitas dan 

kapabi l i tas masygirakat di Ke lu rahan . 
SEKDA 

-gk 

(4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

meliputi : 

a. jalan pemukiman berupa jalan lingkungan, jalan setapak dan lorong 

hijau (jalan setapak yang dilengkapi accessories vegetasi), jalan akses 

permukiman yang terhubung ke kawasan pemakaman umum serta jal 

akses permukiman penghubung kawasan pariwisata, 

b. halte sederhana untuk sarana transportasi umum lokal, dan/atau 

c. jalan khusus berupa jalur evakuasi bencana di kawasan permukiman. 

(5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi 

kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bangunan 

dengan perkiraan kebutuhan biaya paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) yang meliputi : | 

a. mandi cuci kakus untuk umum/komunal dan/atau jamban keluarga 

yang dimanfaatkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) kepala keluarga, 

dan/atau 

b. pos pelayanan terpadu, pos pimbinaan terpadu, pos obat dan sarana 

kesehatan kelurahan lainnya milik pemerintah daerah. 

(6) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf d meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan d 

pemeliharaan bangunan dengan perkiraan kebutuhan biaya paling banyak 

Rp. 50.020.000,- (lima puluh juta rupiah) yang meliputi : 

a. taman bacaan masyarakat, 

b. bangunan gedung dan pagar TK Pendidikan Anak Usia Dini, 

c. wahana permainan anak pendidikan anak usia dini, dan/atau 

d. panggung seni budaya daerah di tingkat kelurahan. 

Pasal 9 

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 7 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan 

kapabilitas masyarakat di Kelurahan.
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Pasa l 10 

Sub Kegiaten Pemberdayaan Masyarakat di K e l u r a h a n sebagaimana d i m a k s u i 

da lam pasa l 9 mel iputi : 

a. Kegiatan Pe layanan Kesehatan Masyareikat berupa Pelat ihan Kader 

Kesehat£m Masyarakat ; 

b. Kegiatan pendidikan dan Kebudayaan berapa penyelenggaraan pelat ihan 

pelestarian budaya tradis ional daerah u n t u k har i -har i besair keagamaan 

dan/a tau pelat ihan a t raks i seni budajia tradis ional Gorontalo bagi 

masyaraka t ke lu rahan ; 

c. Kegiatan pengembangan ketrampi lan dan manajemen u s a h a mikro berupa 

pelat ihan ketrampi lan pertukangan, perbengkelan, menjahit, guntinij 

rambut dan tata r i as kecant ikan, su l aman karawo dan indujitr i kera j inan 

la innya , produk kul iner , pelat ihan kew i rausahaan , pelat ihan 

pengemtiangan u s a h a mikro, manajamen pengelolaan aset u s a h a mikro 

dan peningkatan akses permodalan; 

d. Kegiatan Lembaga Kemasyaraka tan berupa Pelat ihan Pembinaan Lembaga 

Kemasyaraka tan Ke lu rahan ; dan Kegiatan Pengelolaan Lembaga 

Kemasyaraka tan La innya ; 

e. Kegiatam Ketentraimain, Ketert iban U m u m dan Perl indungan Masyarakat 

berupa Penyelenggaraan Pos Keamanan Ke lu rahan , Pe rgua tan dan 

peningkaitan kapas i tas tenaga keamanan/keter t iban ke lu rahan , dan 

pengelokian ketentraman, ketert iban u m u m dan per l indungan masyaraka t 

la innya ; dan/atau 

f. Kegiatan pelat ihan kes iapsiagaan masyaralcat da lam menghadapi bencana 

serta kejadian lua r b iasa la innya , b e m p a pelat ihan kes iaps iagaan 

masyaraka t menghadapi bencana, pelat ihan re lawan tangguh bencana di 

k e lu rahan r awan bencana, edukas i manajemen proteksi ke t iakaran; dan 

penguatJin kes iapsiagaan masyaraka t la innya . 

B A B V 

TAHAP PERENCANAAN FFEGIATAN 

Pasa l 11 

(1) Pengusulan Rencana J e n i s dan/a tau lokasi Kegiatan Pembangunan 

S a r a n a dan P r a s a r a n a Ke lu rahan dan Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat Ke lu rahan d i l akukan midalui Tahapan Musyawarat i 

KERJA N
g
 

ASISTEN 
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Pasal 10 

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 9 meliputi : 

a. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat berupa Pelatihan Kader 

Kesehatan Masyarakat, 

b. Kegiatan pendidikan dan Kebudayaan berupa penyelenggaraan pelatihan 

pelestarian budaya tradisional daerah untuk hari-hari besar keagamaan 

dan/atau pelatihan atraksi seni budaya tradisional Gorontalo bagi 

masyarakat kelurahan, 

c. Kegiatan pengembangan ketrampilan dan manajemen usaha mikro berupa 

pelatihan ketrampilan pertukangan, perbengkelan, menjahit, gunting 

rambut dan tata rias kecantikan, sulaman karawo dan industri kerajinar 

lainnya, produk kuliner, pelatihan kewirausahaan, pelatihan 

pengembangan usaha mikro, manajamen pengelolaan aset usaha mikro 

dan peningkatan akses permodalan, 

d. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan berupa Pelatihan Pembinaan Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan, dan Kegiatan Pengelolaan Lembaga 

Kemasyarakatan Lainnya, 

DD
 Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

berupa Penyelenggaraan Pos Keamanan Kelurahan, Penguatan dan 

peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan, dan 

pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 

lainnya, dan/atau 

(. Kegiatan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 

serta kejadian luar biasa lainnya, berupa pelatihan kesiapsiagaan 

masyarakat menghadapi bencana, pelatihan relawan tangguh bencana di 

kelurahan rawan bencana, edukasi manajemen proteksi kebakaran, dan 

penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya. 

BAB V 

TAHAP PERENCANAAN KEGIATAN 

Pasal 11 

Il) Pengusulan Rencana Jenis dan/atau lokasi Kegiatan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan dilakukan melalui Tahapan Musyawarah
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Perencanaan Pembangunan Daerah T ingkat Ke lu rahan yang t e r can tu r i 

da lam Apl ikasi S is tem Informasi Pemer intahan Daerah . 

(2) D a l a m h a l terdapat u s u l a n j en is dan/atau lokasi kegiatan ba ru yang t ida c 

terdapat da lam Pengusulan Rencana J e n i s dan/a tau lokasi K e g i a t a i 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), proses penganggar£in pada R K ^ 

Kecamatan dan/a tau Ke lu rahan dapat d i l akukan penambal ian dan/a tau 

perubahan. 

(3) Penambahan dan/a tau perubahan u s u l a n j en i s dan/a tau lokasi kegiataji 

sebagaimana d imaksud pada ayat (2), disepakat i mela lui musyawara l i 

di t ingkat ke lu rahan da lam bentuk Ber i ta Aca ra yang melampirkan 

jus t i f i kas i teknis dan ditandatangani oleh peserta musyav/arah, L u r a l i 

serta mengetahui Camat sebagaimana tercantum da lam lam piran IV y a n 

merupj ikan bagian yang t idak te rp isahkan dar i Pera turan Wal i Kota in i . 

(4) Usu l an Rencana Kegiatan yang telah disepakat i di T ingkat Ke lu raha i i 

a k a n d J u a n g k a n ke dalam Rencana Ker ja Anggaran Kecamatan dan/a tau 

Ke lu ra l i an bersangkutan setelah diveri f ikasi dan dias istensi oleh Camat 

dan U n s u r Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaaiji 

Pembangunan Daerah . 

(5) Veri f iki is i dan as is tens i sebagaimana d imaksud pada ayat (4) u n t u k 

melihal: kesesua iannya dengan a r a h a n pe run tukkan kegiatan sesua i 

petunjuk teknis , s inkron isas i dengan kegiatan sejenis dar i sumbe* 

pembiayaan la innya , kepemi l ikan l ahan dan/a tau ke layakan teknis dan 

aspek kelengkapan admin is t ras i l a innya . 

[6) Daftar kegiatan yang te lah tertuang da lam Rencana Ker ja Anggaran 

se lanjutnya ditetapkan da lam Dokumen Pe laksanaan Anggairan. 

B A B V 

TAHAP PELAKSANAAN 

Bag ian Kesa tu 

Metode Pe laksanaan Pengadaan B a r a n g dan J a s a 

Pasa l 12 

Mekanisme Pengadaan barang dan j a s a u n t u k pe laksanaan program dan 

kegiatan yang memanfaatkan D a n a Pengembangan Ke lu rahan mengiku i 

ketentuan pengadaein barang dan j a s a sesua i peraturan pterundangan-

undan§;an yang ber laku. 

Pa
t 
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Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kelurahan yang tercantum 

dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. 

Dalam hal terdapat usulan jenis dan/atau lokasi kegiatan baru yang tidak 

terdapat dalam Pengusulan Rencana Jenis dan/atau lokasi Kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses penganggaran pada RKA 

Kecamatan dan/atau Kelurahan dapat dilakukan penambahan dan/atau 

perubahan. 

Penambahan dan/atau perubahan usulan jenis dan/atau lokasi kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disepakati melalui musyawarah 

di tingkat kelurahan dalam bentuk Berita Acara yang melampirkah 

justifikasi teknis dan ditandatangani oleh peserta musyawarah, Lurah 

serta mengetahui Camat sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Usulan Rencana Kegiatan yang telah disepakati di Tingkat Kelurahan 

akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kecamatan dan/atau 

Kelurahan bersangkutan setelah diverifikasi dan diasistensi oleh Camat 

dan Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan 

Pembangunan Daerah. 

Verifikasi dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk 

melihat. kesesuaiannya dengan arahan peruntukkan kegiatan sesuai 

petunjuk teknis, sinkronisasi dengan kegiatan sejenis dari sumber 

pembiayaan lainnya, kepemilikan lahan dan/atau kelayakan teknis dan 

aspek kelengkapan administrasi lainnya. 

Daftar kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran, 
| 

selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 

BAB V 

TAHAP PELAKSANAAN 

Bagian Kesatu 

Metode Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pasal 12 

Mekanisme Pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan program dan 

kegiatan yang memanfaatkan Dana Pengembangan Kelurahan mengikuti 

ketentuan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangan- 

undangan yang berlaku.
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(2) Sub Kegiatan pembangunan sarana dan p rasa rana ke lu rahan 

dilaks£Lnakan mela lu i : ' 

a. Pekerjaan swakelola Type IV dileiksanalcan oleh Pokmas; £itau 

b. Pengadaan barang dan j a s a mela lu i metode e purchas ing a t au 

pengadaan langsung d i l aksanakan oleli KPA. 

(3) U n t u k sub kegiatan pemberdayaan masyaraka t di k e lu rahan 

d i l aksanakan mela lu i pekerjaan swakelo la type IV. 

Bag ian Kedua 

Pe laksana Kegiatan 

Pasa l 13 

(1) Pe laksana Kegiatan D P K terdiri dar i : 

a. T i m Pembina DPK; 

b. Camat sebagai Pengguna Anggaran; 

c. L u r a h se l aku K u a s a pengguna Angg£ir£in; 

d. T i m As is tens i Tekn is ; 

e. Kelompok Masyarakat ; dan 

f. F£Lsilitator Tekn i s . 

(2) T i m Pembina D P K sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a ada la l i 

T i m yang ditetapkan dengan Keputusan Wal i Kota da lam rangka 

membfintu p ihak Pemerintah Kecamatan dan K e l u n i h a n da lam 

penyehmggaraan Kegiatan Pengembangmi Ke lu rahan dengtm ketentuan 

sebagai ber ikut : 

a. terdiri a tas perangkat daerah yang memi l ik i tugas pokok dan fungs i 

koordinati f seperti perangkat daergih perencanaan pembangunan 

dgierah, keuangan daerah, pengawasan, pengendalian dan evaluasi , 

pe ngadaan barang dan j a s a serta perimgkat daerah teknis yang tuga 5 

pokok dan fungsinya berkai tan dengan penyeleng|;araan dana 

ke lu rahan ; 

b. dipimpin oleh as is ten bidang pemer intahan dan k e s r a sebagai 

ke tua dan kepala bagian yang membidangi pemerint£ihan sebagai 

sekretar is ; 

c. men ja lankan tugas : 

1. m e n y u s u n pedoman pelsiksanaan DPK ; SEKDA 

T
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Sub Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 

dilaksanakan melalui : 

a. Pekerjaan swakelola Type IV dilaksanakan oleh Pokmas, atau 

b. Pengadaan barang dan jasa melalui metode e purchasing ateku 

pengadaan langsung dilaksanakan oleh KPA. 

Untuk sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 

dilaksanakan melalui pekerjaan swakelola type IV. 

Bagian Kedua 

Pelaksana Kegiatan 

Pasal 13 

Pelaksana Kegiatan DPK terdiri dari : 

a. Tim Pembina DPK: 

b. Camat sebagai Pengguna Anggaran, 

c. Lurah selaku Kuasa pengguna Anggaran, 

d. Tim Asistensi Teknis: 

e. Kelompok Masyarakat, dan 

f. ' Fasilitator Teknis. 

Tim Pembina DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 

Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dalam rangka 

membantu pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam 

penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kelurahan dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. terdiri atas perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi 

koordinatif seperti perangkat daerah perencanaan pembangunan 

daerah, keuangan daerah, pengawasan, pengendalian Jan evaluasi, 

pengadaan barang dan jasa serta perangkat daerah teknis yang tugas | 

pckok dan fungsinya berkaitan clengan penyelenggaraan dana 

kelurahan, 

b. dipimpin oleh asisten bidang pemerintahan dan kesra sebagai 

ketua dan kepala bagian yang membidangi pemerintahan sebagai 

sekretaris, | 

c. menjalankan tugas : 

1. menyusun pedoman pelaksanaan DPK,
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2. member ikan bimbingan dan pelat ihan pengelolaan administras i 

kegiatan dan admin is t ras i keuangan u n t u k k e g i a t a i 

pengembangan ke lu rahan kepa da u n s u r pengelola kegiatan c i 

t ingkat ke lu rahan ; 

3 . memfasi l i tas i p ihak pemerintah ke lu rahan di i lam proses 

as is tens i penentuan kegiatan, as is tens i dokumen 

teknis/dokumen pengadaan (desain/gambar ke r ja/KAK dan 

rencana anggaran biaya) me la lu i penugasan personi l y a n ? 

berkompeten di perangkat daergih bersangkutan; 

4. memfasi l i tasi p ihak pemerintah kelurahgm da lam h s l 

penyediaan narasumber yang berkompeten u n t u k kegiataji 

peningkatan kapas i tas masyaraka t di t ingkat kelui-ahgm; 

5. melaksgmakan monitoring dan eva luas i kegiatgri D P K dan 

melaorkan has i lnya kepada Wali Kota mela lu i Sekristaris Daera l i 

setiap 3 (tiga) bu lan ; dan 

6. member ikan pert imbangan keptida Wal i Kota da lam pemberigin 

penghargaan dan/a tau s a n k s i . 

Camat sebagaimana d imaksud pada a>'at (1) h u r u f b niielaksanakgui 

pembinaan dgm pengawasan terhadap penyelenggaraim kegiatan 

pengembangan ke lu rahan dengan ketentuan sebagai berikui; : 

a. me l akukan ver i f ikasi u s u l a n kegiatan pengembgmgan ke lu rahan 

tei'kait kesesua iannya dengan ketenliuan da lam j u k n i s dan regulasi 

daerah yang terkait l a innya ; 

b. melaksangikan s inkron isas i u s u l a n kegiatan pengembangan 

ke lu rahan dengan program dan kegiatan sejenis ygmg d i l aksanakan 

oleh perangkat daerah dan/a tau kegiatgin yang menjadi kepentinggui 

bersama l intas ke lu rahan ; 

c. selgiku pengguna anggaran, dapat merekrut dan menetapkan 

faisilitator teknis sebanyak-banyaknya 2 orgmg u n t u k setia]) 

kecamatan u n t u k mendukung s e lu ruh rangka ian pelaksanagui 

kegiatan dana pengembangan kelui-ahan m u l a i dar i perencanaan 

telcnis, pelgiksanagm dan pelaporan has i l pekerjaan di t ingkat 

kelurgihan; dan 

d. menetapkan pejabat pengadaan. 

SEKDA 
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2. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ami 

kegiatan dan administrasi keuangan untuk kegiatan 

pengembangan kelurahan kepada unsur pengelola kegiatan di 

tingkat kelurahan, 

3. memfasilitasi pihak pemerintah kelurahan dalam proses 

asistensi penentuan kegiatan, asistensi dokumen 

teknis/dokumen pengadaan (desain/gambar kerja/KAK dan 

rencana anggaran biaya) melalui penugasan personil yang 

berkompeten di perangkat daerah bersangkutan, 

4. memfasilitasi pihak pemerintah kelurahan dalam hal 

penyediaan narasumber yang berkompeten untuk kegiatan 

peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat kelurahan, 

5. melaksanakan monitoring dari evaluasi kegiatan DPK dan 

melaorkan hasilnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah 

setiap 3 (tiga) bulan, dan | 

6. memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam setrieeth 

penghargaan dan/atau sanksi. 

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan 

pengembangan kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. melakukan verifikasi usulan kegiatan pengembangan kelurahan 

terkait kesesuaiannya dengan ketentuan dalam juknis dan regulasi 

daerah yang terkait lainnya, | 

melaksanakan sinkronisasi usulan kegiatan Pantanpel 

kelurahan dengan program dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan 

oleh perangkat daerah dan/atau kegiatan yang menjadi kepentingan 

bersama lintas kelurahan, 

selaku pengguna anggaran, dapat merekrut dan menetapkan 

fasilitator teknis sebanyak-banyaknya 2 orang untuk setiap 

kecamatan untuk mendukung seluruh rangkaian pelaksanaan 

kegiatan dana pengembangan kelurahan mulai dari perencanaan 

teknis, pelaksanaan dan pelaporan hasil pekerjaan di tingkat 

kelurahan, dan 

menetapkan pejabat pengadaan.
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(4) L u r a h sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f c men ja lankan tuga,s 

dan tanggung j awab se l aku K u a s a Pengguna Anggaran yang mel iputi : 

a. meny iapkan u s u l a n kegiatan yang a k a n d i tuangkan da lam R K A d a i 

ditetapkan dalam DPA Kecamatan bi^rsangkutan; 

b. l u r a h se l aku KPA j u g a bert indak sebagai Pejabat Pembuat Komitme i 

(PPK); 

c. menandatangani kontrak swakelola dengan t im pe laksana swakelok ; 

d. m e l a k u k a n konsu l tas i kepada camat u n t u k mendapatk im so lus i baj j 

permasa lahan yang dihadapi; 

e. me l akukan sos ia l isas i kepada masyaraka t pener ima manfaat terkait 

informasi pe laksanaan kegiatan; 

f. me l akukan pemantauan pe laksanaan se lu ruh tahapan agar sesua i 

demgain ketentuan teknis , admin is t ras i dan weiktu yang telaJi 

ditetapkem; dan 

g. me l akukan evaduasi pe laksanaar i si^luruh tahapan secara periodilc 

dam has i lnya d i sampa ikan secaira tertul is kepada camat dan mela lu i 

rapat eva luas i di t ingkat kelurahain setiap bu lan be i ja lan. 

(5) T i m Aisistensi Tekn i s sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f d 

merup i ikan T i m yaing dibentuk oleh T i ra Pembina D P K mela lu i Su ra t 

Per intah Sekretar is Daerah Atas Naima Wal i Kota dengan ketentuan 

sebagai ber ikut : 

a. terdiri atas u n s u r - u n s u r perangkat daerah yang tugas pokok dan 

fungsinya berkai tan dengan kegiatan pengembangan kc iu rahan ; 

b. bertugas me l akukan as is tens i teknis terhadap dokumen 

perencanaan teknis dan/a tau dokumen pengadaan; dan 

c. menandatangani lembar pengesahan pada dokumen perencanaan 

teknis dan/a tau dokumen pengadaan. 

(6) Kelompok masyaraka t sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f ; 

memi l ik i tugas dan tanggung j awab membantu pemerintah ke lu rahan 

da lam Kegiatan Pemberdayaan K e l u r a h a n dengan ke ten luan sebagai 

berikul; : 

a. te:rdiri a tas 7 (tujuh) orang anggota Kelompok Masyarakat y a k n i 

ke tua merangkap koordinator seks i pers iapan, sekretar is merangka]) 

koordinator s eks i pe laksanaan dan bendahara ser ta gmggota seks i 

yang terdir i dar i seks i pers iapan 1 orang, seks i pe laksa j iaan 1 oranj; N
a
a
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Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjalankan tugas 

dan tanggung jawab selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang meliputi : 

a. menyiapkan usulan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKA dan 

ditetapkan dalam DPA Kecamatan bersangkutan: 

b. lurah selaku KPA juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK): 

Cc. menandatangani kontrak swakelola dengan tim pelaksana swakelola: 

d. melakukan konsultasi kepada camat untuk mendapatkan solusi bagi 

permasalahan yang dihadapi, 

e. melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat terkait 

informasi pelaksanaan kegiatan, 

f. ' melakukan pemantauan pelaksanaan seluruh tahapan agar sesudi 

dengan ketentuan teknis, administrasi dan waktu yang telah 

ditetapkan, dan 

g. melakukan evaluasi pelaksanaan seluruh tahapan secara periodik 

dan hasilnya disampaikan secara tertulis kepada camat dan melalui 

rapat evaluasi di tingkat kelurahan setiap bulan berjalan. 

Tim Asistensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i 

merupakan Tim yang dibentuk oleh Tirn Pembina DPK melalui Surat 

Perintah Sekretaris Daerah Atas Nama Wali Kota dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. terdiri atas unsur-unsur perangkat daerah yang tugas pokok dan 

fungsinya berkaitan dengan kegiatan pengembangan kelurahan, 

b. bertugas melakukan asistensi teknis terhadap dokumen 

perencanaan teknis dan/atau dokumen pengadaan, dan 

c. menandatangani lembar pengesahan pada dokumen perencanaan 

teknis dan/atau dokumen pengadaan. 

Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

memiliki tugas dan tanggung jawab membantu pemerintah kelurahan 

dalam Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan ketentuan sebagai 

berikut : | 

a. terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota Kelompok Masyarakat yakni 

ketua merangkap koordinator seksi persiapan, sekretaris merangkap 

kcordinator seksi pelaksanaan dan bendahara serta anggota seksi 

yang terdiri dari seksi persiapan 1 orang, seksi pelaksanaan 1 orang
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dan seks i pengawasan 2 orang yang ditetapkan dengan Kepu tusa i 

Wal i Kota; ' 

b. k(;lompok masyaraka t dapat d iber ikan insent i f yang d i b a y a r k a i 

sesua i prestasi pekerjaan dengan besaran insent i f pal ing banyac 

10% dar i total anggaran kegiatan yang diswakelo lakan; 

c. didam ha l insent i f kelompok masyaraka t t idak diangg;arkan dalar i 

DPA, m a k a dapat dianggarkan da lam R A B setiap kegiatan; 

d. bf isaran insent i f u n t u k setiap anggota Kelompok d isesua ikan dengan 

k€;dudukan masing-masing dengan porsi sebagai ber ikut : 

1. Ke tua merangkap Koordinator Seks i Pers iapan sebesar 10 °/|b 

dar i total insenti f Pokmas; 

2. Sekretar is merangkap Koordinsttor Seks i Pe laksanaan sebesajr 
i 

8% dar i total insenti f Pokmas; 

3 . Bendahara Pokmas sebesar 8 % dar i total insenti f Pokmas; 

4. Koordinator Seks i Pengawas sebesar 7 % dar i total insent i f 

Pokmas; 

5. Anggota Seks i Pers iapan, Seks i Pe laksana dan seks i pengawa^ 

5,5 % dar i total insent i f Pokmas. 

(7) Se la in Tugas dan tanggung j awab sebagaimana yang d imaksudkan pad^. 

ayat (6), Kelompok Masyarakat dapat mengerjakan barang/jasa y a n 

diswakelo lakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturaiji 

perundang-undangan. 

[8) FasilitEitor teknik sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f f ada lah 

tenaga teknis dibidang s ip i l/ars i tektur yang dapat d i rekrut dan 

ditetapkan oleh camat u n t u k membantu pemerintah ke lu rahan dengan 

ketentuan sebagai ber ikut : 

a. pendidikan sekurang-kurangnya Diploma 111 (D3) ; 

b. memi l ik i pengalaman dan kemampuan membuat gambar teknik 

Detail Engineering Design, Kerangkei A cuan Ker ja a t au spesi f ikasi 

telcnis dan R A B u n t u k bangunan s a r a n a dan prasarana.; 

c. bertugas membantu pihaik pemerintah ke lu rahan da lam prose^ 

perencanaan serta mendampingi p ihak pokmas yang mel iputi : 

1. memfasi l i tasi p enyusunan rencana kegiatian, jadwa|l 

pe laksanaan dan r encana biaya; 
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dan seksi pengawasan 2 orang yang ditetapkan dengan Keputusan 

Wali Kota: 

kelompok masyarakat dapat diberikan insentif yang dibayarkan 

sesuai prestasi pekerjaan dengan besaran insentif paling banyak 

10Yo dari total anggaran kegiatan yang diswakelolakan, 

dalam hal insentif kelompok masyarakat tidak dianggarkan dalam 

DPA, maka dapat dianggarkan dalam RAB setiap kegiatan: 

besaran insentif untuk setiap anggota Kelompok disesuaikan dengan 

kedudukan masing-masing dengan porsi sebagai berikut : 

1. Ketua merangkap Koordinator Seksi Persiapan sebesar 10 Xx 

dari total insentif Pokmas, 

2. Sekretaris merangkap Koordinator Seksi Pelaksanaan sebesar 

8Yo dari total insentif Pokmas, 

3. Bendahara Pokmas sebesar 8 Yo dari total insentif Pokmas:, 

4. Koordinator Seksi Pengawas sebesar 7 Yo dari total insentif 

Pokmas: 

5. Anggota Seksi Persiapan, Seksi Pelaksana dan seksi pengawas 

5,5 # dari total insentif Pokmas. 

| 
(7) Selain Tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksudkan pada 

ayat (6), Kelompok Masyarakat dapat rnengerjakan barang/jasa yang 

diswakelolakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Fasilitator teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah 

tenaga teknis dibidang sipil/arsitektur yang dapat direkrut dan 

ditetapkan oleh camat untuk membantu pemerintah kelurahan Tengah 

ketentuan sebagai berikut : 

a. 

b. 

pendidikan sekurang-kurangnya Diploma III (D3) : 

memiliki pengalaman dan kemampuan membuat gambar teknik, 

Detail Engineering Design, Kerangka Acuan Kerja atau spesifikasi 

teknis dan RAB untuk bangunan sarana dan prasarana, 

bertugas membantu pihak pemerintah kelurahan dalam proses 

perencanaan serta mendampingi pihak pokmas yang meliputi : 

1. memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan, jadwal 

pelaksanaan dan rencana biaya:
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2. me l akukan fasi l i tasi dan pendampingan da lam pengawasaji 

pe laksanaan f is ik m a u p u n admin is t ras i swakelola; 

3. memfasi l i tasi p enyusunan laporan kema juan pekerjaan; 

4. me l akukan as istensi dokumen pengajuan pembay.iran; dan 

5. me l aksanakan tugas-tugas l a innya sesua i permintaan L u r a h 

yang berkai tan dengan pe laksanaan kegiatan pembangunan 

s a r a n a dan prasairana ke lu rahan . 

d. A l a s has i l pe laksanaan pekerjaan dan tugas-tugas la inny4, 

Fasi l i tator Tekn i s d iber ikan gaji/insentif pal ing banyak 5% dar i total 

anggaran pembangunan s a r a n a dan p rasa rana ke lu rahan y a n 

d ibayarkan sesua i prestasi pekerjaan; 

e. Da lam h a l gaji/insentif Fasi l i tator Tekn ik t idak diangg;arkan dala ih 

D]^A, m a k a dapat dianggarkan da lam R A B setiap kegiatan 

pembangunan s a r a n a dan prasarana ke lu rahan ; dan 

f. Pembayaran insenti f fasilitator teknis d ibayarkan h a n y a pada sul|) 

kegiatan pembangunan s a r a n a dan j i r a sa rana ke lu rahan . 

Bag ian Ketiga 

Ta taca ra Pelaksanaam Siwakelola 

Pasa l 14 

(1) T a t a c a i a pe laksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan m e n g g u n a k a i 

metode Swakelo la Type IV sebagaimana di m a k s u d da lam pased 12 ayat (2) 

d i l aksanakan mela lui tahapan penyelenggaraan swakelola sebagqi 

ber ikut : 

a . perencanaan swakelola; 

b. pers iapan swakelola; 

c. pe laksanaan swakelola; 

d. pengawasan swakelola; dan 

Or serah ter ima has i l pekerjaan. 

(2) Perenc£maan Swakelo la sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f ^ 

terdiri a tas : 

a . penyusunan spesi f ikasi t ekn is/kerangka a c u a n kerja; dan 

b. p enyusunan perk i raan b iaya/rencana anggaran biaya. SEKDA 

(1) 
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2. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam pengawasan 

pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola: | 

3. memfasilitasi penyusunan laporan kemajuan pekerjaan, 

4. melakukan asistensi dokumen pengajuan pembayaran, dan 

5. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai permintaan Lurah 

yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan 

sarana dan prasarana kelurahan. 

d. Atas hasil pelaksanaan pekerjaan dan tugas-tugas lainnya, 

Fasilitator Teknis diberikan gaji/insentif paling banyak 596 dari total 

anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang 

dibayarkan sesuai prestasi pekerjaan, 

e. Dalam hal gaji/insentif Fasilitator Teknik tidak dianggarkan dalam 

DPA, maka dapat dianggarkan dalam RAB setiap kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan 

fl. Pembayaran insentif fasilitator teknis dibayarkan hanya pada sub 

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. 

Bagian Ketiga 

Tatacara Pelaksanaan Swakelola 

Pasal 14 | 

Tatacara pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan menggunakan 

metode Swakelola Type IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) 

dilaksanakan melalui tahapan penyelenggaraan swakelola sebagai 

berikut : 

a. perencanaan swakelola, 

b. persiapan swakelola, 

Cc. pelaksanaan swakelola, 

d. pengawasan swakelola, dan 

e- serah terima hasil pekerjaan. 

Perencanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri atas : 

a. penyusunan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja, dan 

b. penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya.
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(3) Pers iapan Swakelo la Tipe IV sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b 

terdiri a tas : 

a. Pers iapan pengadaan barang/jasa mela lu i swakelola me l ipu i i 

penetapan sasa ran , penyelenggara swakelola, r encana ke^qatan, j adwdl 

pe laksanaan, dan R A B ; 

b. S a s a r a n pekerjaan swakelola ditetapkam oleh l u r a h se laku KPA; 

c. KPA s e l aku PPK dapat menugaskan tenaga ah l i/ tekn is/narasumber 

yan:? bert indak sebagai fasilitator u n t u k m e l a k u k a n pimdampingai i 

a t au as is tens i penyelenggara swakeloki ; 

d. Sekisi Pers iapan Swakelo la Tipe IV menyusun rencana ke^;iatan, j a d w s l 

pe laksanaan dan R A B . Kegiatan tersebut mel iputi : 

1. me l akukan rev iu a tas K A K ya i tu m.enyesuaikan K A K perencanaan 

Swakelo la dengan anggaran yang tercantum da lam Df*A; 

2. menyusun pers iapan teknis dan penyiapan metode pe laksanaan 

kegiatan; 

3. raenyusun da f tar/s t ruktur r encana kegiatan {work breakdown 

structure) yang a k a n d i l aksanakan ; 

4. raerinci j adwa l pe laksanaan dengan ketentuan: 

a ) menetapkan w a k t u d imula inya bingga b e r a k h i m y a pe laksanaan 

swakelola; dan/a tau 

h) menetapkan j adwa l pe laksanaan swakelola berdasarkan 

kebu tuhan da lam KAK, t e rmasuk j adwa l pengadaan. barang/ jasa 

yang d iper lukan. 

5. menyusun detail r encana kebu tuhan dan biaya: 

a) gaji tenaga teknis , upah tenaga ker ja (mandor, kepala tukang , 

tukang) dan honor narasumber ; 

b) b iaya bahan/mater ia l t e rmasuk pe ra la tan/suku cadang (apabila 

d iper lukan) ; dan/atau 

c) b iaya l a innya yang d ibu tuhkan , contoh: per ja lanan, rapat, 

komun ikas i dan laporan. 

6. m e n y u s u n rencana total b iaya secj ira r inc i da lam rencana b iaya 

t u l a n a n dan/a tau biaya mingguan yang t idak melampaui Pagq 

/^mggaran yang telah ditetapkan da lam dokumen angg;aran; 

7. m e n y u s u n rencana penyerapan biaji a mingguan dan b iaya bu lanan 

-16- | 

(3) Persiapan Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri atas : 

a. Persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi 

penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal 

pelaksanaan, dan RAB, 

b. Sasaran pekerjaan swakelola ditetapkan oleh lurah selaku KPA, 

c. KPA selaku PPK dapat menugaskan tenaga ahli/teknis/ Kn 

yang bertindak sebagai fasilitator untuk melakukan pendamping 

atau asistensi penyelenggara swakelola, 

d. Seksi Persiapan Swakelola Tipe IV menyusun rencana kegiatan, jadwal 

pelaksanaan dan RAB. Kegiatan tersebut meliputi: 

1. melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK perencanaan 

Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DPA, 

2. rnenyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan 

kegiatan, 

3. rnenyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown 

structure) yang akan dilaksanakan, 

4. rnerinci jadwal pelaksanaan dengan ketentuan: 

a) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan 

swakelola, dan/atau 

kb) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan 

kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan. barang/jasa 

yang diperlukan. 

5. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya: 

a) gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, 

tukang) dan honor narasumber, 

k) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila 

diperlukan), dan/atau 

c) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, 

komunikasi dan laporan. | 

6. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya 

bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu 

Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran, 

7. menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan,
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8. rnenghitung penyediaan kebutuhan tenaga ker ja, saranja 

prasarana/pera la tan dan mater ia l/bahan yang d i l aksgmaka i 

dengan pengadaan mela lu i penyedia; dan/a tau 

9. menyusun dokumen pers iapan u n t u k kebutuhan Pengadaan 

Elarang/ J a s a mela lu i Penyedia yang d i l aksanakan dengan kon t ra c 

terpisah, yang mel iputi : H P S , rancangan kontrak, d£in spes i f ikar i 

t ekn is/KAK. 

e. Rencana kegiatan yang d i u s u l k a n oleh Kelompok Masyarakat 

dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK. 

f. Has i l pers iapan Pengadaan Bgireing/Jasa melalui Swakelo la 

d i tuangkan da lam K A K kegiatan/subkiegiatan/ output. 

g. KPA se l aku PPK pada Swakelo la Tipe IV menjnrsun rancangan Kontraic 

Swakelo la dengan T i m Pers iapan Kelompok Masyarakat Pe laksana 

Swakelo la. 

h . KPA se l aku P P K m e n y u s u n rancangan Kontrak Swakelo la dengan 

ketentuan sebagai ber ikut: 

1. D a l a m h a l terdapat perbedaan anta i 'a b iaya yang d i u s u l k a n dengan 

anggaran yang disetujui da lam DPA, L u r a h selalo i KPA/PPK 

me l akukan negosiasi teknis dan harga dengan T i m Pe laksana 

Swakelola. Has i l negosiasi d i tuangkan da lam berita acara h a s ^ 

negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swfikelola; 

2. Flancangan kont rak Swakelo la pal ing k u r a n g beris i : 

a) para p ihak; 

b) B a r a n g / J a s a yang a k a n d ihas i lkan ; 

c) n i la i yang d iswakelo lakan sudalri t e rmasuk se lu ruh kebutuhaij i 

B a r a n g / J a s a pendukung Swakelo la; 

d) j a n g k a w a k t u pe laksanaan; dan 

e) h a k dan kewaj iban pa ra p ihak. 

3. Flancangan kont rak swakelola sebagaimana d imaksud pada angkh 

2 sebagaimana tercantum da lam lampi ran 11 yang merupakan 

bagian yang t idak t e rp isahkan dar i Peraturan Wal i Kota in i ; 

i . Dalgim h a l rancangan Kontrak Swake l c la Tipe IV t e rmasuk Pengadaah 

B a r a n g / J a s a mela lu i Penyedia m a k a d i l aksanakan oleh Tim Pe l aksana 

dengan berpedoman pada pr ins ip dan (jtika Pengadaan B iarang/Jasa . 

. KPA selaku PPK menyusun rancangan Kontrak Swakelola Sini 

e
a
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8. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana 

prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan 

dengan pengadaan melalui penyedia, dan/atau 

9. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhari Pengadaan 

Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak 

terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi 

teknis/KAK. 

. Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat 

dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK. 

Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola 

dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/ output. 

. KPA selaku PPK pada Swakelola Tipe IV menyusun rancangan Kontrak 

Swakelola dengan Tim Persiapan Kelompok Masyarakat Pelaksana 

Swakelola. 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan 

anggaran yang disetujui dalam DPA, Lurah selaku KPA/PPK 

melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana 

Swakelola. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil 

negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola, 

2. Rancangan kontrak Swakelola paling kurang berisi: 

a) para pihak, 

b) Barang/Jasa yang akan dihasilkan, 

c) nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan 

Barang/Jasa pendukung Swakelola, 

d) jangka waktu pelaksanaan, dan 

e) hak dan kewajiban para pihak. 

3. Rancangan kontrak swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 

2 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupak 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, 

Dalem hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe IV termasuk Pengadaan 

Barang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan oleh Tim Pelaksana 

dengan berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.
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Pe laks jmaan Swakelo la Tipe IV sebagainiema d imaksud pada ayat { 

h u r u f c terdir i a tas : ? 
) 

a. KPA. s e l aku P P K menandatangani Kont rak Swakelo la d e n g a i 

Koordinator T i m Pe laksana sesua i dengan Nota Kesepaf iaman s e s u s i 

format sebagaimana tercantum da lam lampi ran 111 yang m e r u p a k a i 

bag] an yang t idak terp isahkan dar i Per a t u r a n Wal i Kota in i ; 

b. Nilai pekerjaan yang tercantum da lam Kontrak Swakelo la suda j i 

t e rmasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh mela lu i Penyedia; 

c. T i m pe laksana me laksanakan swakelola sesua i dengan j adwa l da i i 

tahi ipan pe laksanaan kegiatan berdas:arkan Kontrak Sv^akelola yang 

telal i d isepakat i ; 

d. Pe laksanaan swakelola memperhat ikan ha l -ha l sebagai ber ikut: 

1. pielaksanaan d i l akukan sesua i dengan K A K yang telah ditetapkah 

c leh PPK; 

2. p'engajuan kebu tuhan tenaga ker ja, s a r a n a prasarana/pera la tan 

dan mater ia l/bahan sesua i dengan rencana kegiatan; 

3. pienggunaan tenaga ker ja, SEirana prasarana/pera la tan dan 

mater ia l/bahan sesua i dengan j adwa l pe laksanaan; 

4. F'enggunaan Tenaga Ker ja mengutamakan tenaga ker ja loka l 

di w i layah Ke lu rahan setempat dan apabi la t idak ter sedia tenaga 

ker ja d ike lurahan setempat dapat menggunakan tenaga ker ja 

l a innya di k e lu rahan la in di Kota Gorontalo mela lu i persetujuan 

L u r a h setempat. 

5. menjn jsun laporan pener imaan dan penggunaan tenaga ker ja 

(tenaga teknis , tenaga terampi l a t au tenaga pendukung) , s a r a n a 

P 'rasarana/peralatan dan mater ia l/bahan; 

6. menyusun laporan swakelola dan di jkumentasi yang ti^rdiri dar i : 

a) Laporan pendahuluan yang memuat tentang r encana 

pe laksanaan, metodologi, pengcrganisasian dan u r a i a n tugas, 

ser ta j adwa l pe laksanaan; 

t ) Laporan an ta ra ( interim report) yang memuat tentang has i l 

surve i / t in jauan pus taka/t in jauan lapangan/piengumpulaii 

data/ inventar isas i masa l ah dan has i l pengolahan data; 

c) Laporan draf a k h i r (draft final report) yang memuat draf h a s i l 

kegiatan; 

d
e
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(4) Pelaksanaan Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) 

huruf c terdiri atas : 

a. KPA selaku PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan 

Koordinator Tim Pelaksana sesuai dengan Nota Kesepahaman sesuai 

format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang menapak 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, 

b. Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sudah 

termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia, 

c. Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan 

tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang 

telah disepakati, 

d. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan 

oleh PPK: 

. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan 

dan material/ bahan sesuai dengan rencana kegiatan, 

. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan 

material/ bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan, 

Penggunaan Tenaga Kerja mengutamakan tenaga kerja lokal 

di wilayah Kelurahan setempat dan apabila tidak tersedia tenaga 

kerja dikelurahan setempat dapat menggunakan tenaga kerja 

lainnya di kelurahan lain di Kota Gorontalo melalui persetujuan 

Lurah setempat. 

menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja 

(tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana 

prasarana/ peralatan dan material/ bahan, 

. menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari: 

a) Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana 

pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian tugas, 
| 

serta jadwal pelaksanaan, 

b) Laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil 

survei/tinjauan  pustaka/tinjauan  lapangan/pengumpulan 

data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data, 

c) Laporan draf akhir (draft final report) yang memuat draf hasil 

kegiatan,
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cl) Laporan akh i r (final report) yang memuat has i l kegiatan; 

e) Laporan bu l anan yang memuat tentang capa ian rea l isas i fisik;, 

rea l isas i keuangan, eva luas i kegiatan (hambatan dan r encana 

t indak lanjut) disertai dengan dokumentas i kegiat£in Swake lok ; 

dan/a tau 

fl Pelaporan Swakelo la yang berupa pekerjaan kons t ruks ; , 

pemel iharaan, dan/a tau perawatan, m a k a jDelaporannya 

d i sesua ikan dengan pe laksanaan tahapan kegiatan. 

7. Kelompok Masyarakat pe laksana swakelola di larang menga l ihkan 

piekerjaan u t a m a kepada p ihak l a in ; 

8. F'PK m e l a k u k a n pembayaran pe laksanaan Swakelo la sesua i dengan 

k:esepakatan yang tercantum da lam Kontrak Swakelo la sesua i 

dengan ketentuan da lam pera turan perundang-undangan; 

9. F'enghentian Kont rak a tau B e r a k h i r n y a Kontrak 

a) Penghentian Kont rak 

Kont rak berhenti apabi la terjadi keadaan kahar . Penghentian 

Kont rak ka r ena keadaan k a h a r d i l akukan secara tertul is oleh 

Pejabat Penandatangan Konb-ak dengan disertai a l asan 

penghentian pekerjaan. 

Penghentian kontrak ka r ena keadaan kaha r dapat laersifat: 

1) sementara bingga Keadaan Kj ihar berakhir ; a t au 

2) permanen apabi la akibat keadaan k i ihar tidalc 

memungk inkan d i lan jutkan/dise lesa ikannya pelcerjaan. 

D a l a m ha l Kontrak d ihent ikan karena keadaan kahar , m a k a 

Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar sesua i dengan 

kemajuan has i l pekerjaan yang telah dicapai setelah d i l a k u k a n 

pemer iksaan bersama a tau berdasarkan has i l audit;. 

b) B e r a k h i r n y a Kont rak 

Kontrak berakhir apabi la pekerjaan telah selesai dan h a k dan 

kewaj iban para p ihak yang terdapat da lam Ko:iitrak suda l i 

terpenuhi. Terpenuhinya h a k dan kewaj iban pa ra pihak adalah 

terkait dengan pembayaran yang s eha rusnya d i l akukan akibat 

dar i pe laksanaan kontrak. 
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cl) Laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan: 

g 

fi 

Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, 

realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan rencana 

tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola: 

dan/atau 

Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi, 

pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya 

disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan. 

. Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola dilarang mengalihkan 

pekerjaan utama kepada pihak lain: 

. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan 

kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai 

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, 

a) 

b) 

. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak 

Penghentian Kontrak 

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar. Penghentian 

Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh 

Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan 

penghentian pekerjaan. 

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat: 

1) sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, atau 

2) permanen apabila akibat keadaan  kahar ida 

memungkinkan dilanjutkan /diselesaikannya pekerjaan. 

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka 

Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar sesuai dengan 

kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan 

pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit. 

Berakhirnya Kontrak 

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dar 

kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sud 

terpenuhi. Terpenuhinya hak dan kewajiban para oihak adalah 

terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat 

dari pelaksanaan kontrak.
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c) Pemutusan Kontrak 

Pemutusan Kontrak ada lah t indakan yang d i l a k u k a n oleti 

Pejabat Penandatemgan Kont ra l : u n t u k mengakhir i be r l akunya 

Kont rak ka r ena a lasan tertentu. 

Pejabat Penandatangan Kontrak me l akukan pemutusan Kontrajk 

apabi la: 

1) Pe laksana swakelola terbukt i me l akukan K K N , kecurangai i 

dan/a tau pemalsuan da lam proses peki^rjaan yang 

d ipu tuskan oleh Ins tans i yang berwenang. 

2) Pengaduan tentamg penyimpangan prosedur, dugaan K K N 

dan/a tau pelanggaran da lam pe laksanaan pekerj aa j i 

d inya takan benar oleh Ins tans i yang berwenang; 

3) Pe laksana swakelola gagal memperbaiki kir ierja setelaji 

mendapat Su ra t Peringatan sebanyak 3 (tiga) ka l i ; 

4) Pe laksana swakelola la la i/cidera j an j i da lam me laksanakah 

kewaj ibannya dan t idak memperbaiki ke la la i imnya dalaip 

j angka w a k t u yang telah ditetapkan; 

10. Penyerahan Has i l Peker jaan Swakelo la 

£l) K e tua Kelompok Masyarakat memyerahkan has i l pekerjaan dah 

laporan pe laksanaan pekerjaan kepada KPA se l aku PPK me la l v i 

Be r i t a Acara Serah Te r ima Plasi l Pekerjaan scjsuai format 

sebagaimana tercantum da lam lampiran IV yang m e r u p a k a i 

bagian yang t idak terp isahkan dar i Peraturem Wal i Kota in i ; dan 

h) Penyerahan has i l pekerjaan dan laporan pe laksanaan pekerjaaji 

kepada KPA se l aku PPK setelah d i l akukan pemenksaan oleli 

Seks i Pengawasan; 

Pengaviasan Swakelo la Tipe IV sebagairaema d imaksud pada ayat ( j ) 

h u r u f d terdir i a tas : 

a. Seks i Pengawasan me laksanakan tugas pengawasan adminis t ras i , 

teknis , dan keuangan sejak pers iapan, pe laksanaan dan penyerahaq 

bas i l pekerjaan yang mel iputi : 

1. veri f ikasi admin is t ras i dan dokumentas i serta pelaporan; 

2. piengawasan teknis pe laksanaan dan has i l Swafielola untujc 

mengetahui rea l isas i f is ik mel iputi : 

a.) pengawasan kemajuan pe laksanaan kegiatan; dan 

EP 
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c) Pemutusan Kontrak 
| 

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh 

Pejabat Penandatangan Kontrak untuk mengakhiri berlakunya 

Kontrak karena alasan tertentu. 

Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak 

apabila: 

1) Pelaksana swakelola terbukti melakukan KKN, kecurangan 

dan/atau pemalsuan dalam proses pekerjaan yang 

diputuskan oleh Instansi yang berwenang. | 

| 
2) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN 

dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan pekerjaan 

dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang, 

3) Pelaksana swakelola gagal memperbaiki kinerja setelah 

mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, 

4) Pelaksana swakelola lalai/cidera janji dalam melaksanakan 

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam 

jangka waktu yang telah ditetapkan, | 

10. Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola 

a) Ketua Kelompok Masyarakat menyerahkan hasil pekerjaan dan 

laporan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA selaku PPK melalui 

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai format 

sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, dan 

b) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan 

kepada KPA selaku PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh 

Seksi Pengawasan, 

Pengawasan Swakelola Tipe IV sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d terdiri atas : 

a. Seksi Pengawasan melaksanakan tugas pengawasan administrasi, 

tekris, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dari penyerahan 

hasil pekerjaan yang meliputi: 

1. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan, 

2. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk 

raengetahui realisasi fisik meliputi: 

a) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
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b) pengawasan penggunaan tenaga ker ja, saranf i p rasa rana/ 

peralatan dan mater ia l/bahan; 

3. Pengawasan tertib admin is t ras i keuangan. 

b. Be rdasa rkan has i l pengawasan, Seks i Pengawasan me l akukan eva luas i 

SwiLkelola. 

c. Apgibila da lam has i l eva luas i d i t emukan penyimpangan, Sekki 

Pengawasan melaporkein dan member ikan rekomendasi kepada ke tua 

Kelompok Masyarakat , PPK dan seks i pers iapan a t au seks i pe laksar ia 

u n t u k segera mengambil t indakan korektif. 

d. Seks i Pengawasan da lam me laksanakan tugas didampingi oleh 

fasilitator teknis . 

(6) Pembayaran Swakelo la Tipe IV sebagaimana d imaksud jDada ayat (4) 

h u r u f d angka 8 terdiri a tas : 

a. Pembayaran d i l a k u k a n secara 3 (tiga) tahap 

b. Tahap 1 (satu) dapat d i ca i rkan sebe;sar 2 5 % dengan me lampirkan 

rencana penggunaan anggaran 2 5 % yang selesai diverifilcasi oleh KPA. 

selsJcu PPK. 

c. Tahap 2 (dua) dapat d i ca i rkan sebesar 4 5 % setelah f isik pekerjaan 

mencapai pal ing sedikit 2 0 % d ibukt ikan dengan Ber i t a Aca ra F i s i k 

yang ditandatangani oleh T i m Fasi l i tator/Pendamping dan KPA s e l aku 

PPK:. 

d. Tahap 3 (tiga) dapat d i ca i rkan sisanyei apabi la progres f is ik pekerjaan 

mencapai pal ing sedikit 6 5 % d ibukt ikan dengan Ber i ta Acara F i s i k 

yang ditandatangani oleh T im Fasi l i tator/Pendamping dan KPA s e l aku 

PPK:. 

e. Da l am ha l terdapat pekerjaan tambah/kurang mat ia dilakukajn 

amandemen kontrak dengan t idak m e m b a h n i la i j u m l a h kontrak, 

f. Pembayaran dapat d i l a k u k a n atas perkembangan f isik pekerjaa|n 

berdasarkan kont rak yang telah diameindemen. 

g. B i l a m a n a da lam amandemen kontrak sebagaimana d imaksud dalaijn 

pasa l 14 ayat (6) h u r u f f menyebabkan perubahan volume outpu t 

kegiatan m a k a d i l akukan penyesuaian pada DPA sesueii mekanisme 

yang ber laku da lam sistem penganggaran daerah. 
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b) pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/ 

peralatan dan material/ bahan, | 

3. Pengawasan tertib administrasi keuangan. 

Berdasarkan hasil pengawasan, Seksi Pengawasan melakukan evaluasi 

Swakelola. 

Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Seksi 

Pengawasan melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada ketua 

Kelompok Masyarakat, PPK dan seksi persiapan atau seksi pelaksana 

untuk segera mengambil tindakan korektif. 

. Seksi Pengawasan dalam melaksanakan tugas didampingi oleh 

fasilitator teknis. 

Pembayaran Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf d angka 8 terdiri atas : 

a 

b. 

Pembayaran dilakukan secara 3 (tiga) tahap 

Tahap 1 (satu) dapat dicairkan sebesar 25Yo dengan melampirkan 

rencana penggunaan anggaran 25Yo yang selesai diverifikasi oleh KPA 

selaku PPK. 

Tahap 2 (dua) dapat dicairkan sebesar 45” setelah fisik pekerjaan 

mencapai paling sedikit 206 dibuktikan dengan Berita Acara Fisik 

yang ditandatangani oleh Tim Fasilitator/ Pendamping dan KPA selaku 

PPK.. 

Tahap 3 (tiga) dapat dicairkan sisanya apabila progres fisik pekerjaan 

mencapai paling sedikit 65Yo dibuktikan dengan Berita Acara Fisik 

yang ditandatangani oleh Tim Fasilitator/ Pendamping dan KPA selaku 

PPK.. 

Dalam hal terdapat pekerjaan tambah/kurang maka dilakukan 

amandemen kontrak dengan tidak merubah nilai jumlah kontrak, 

Pembayaran dapat dilakukan atas perkembangan fisik pekerjaan 

berdasarkan kontrak yang telah diamandemen. 

Bilamana dalam amandemen kontrak sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 14 ayat (6) huruf f menyebabkan perubahan volume output 

kegiatan maka dilakukan penyesuaian pada DPA sesuai mekanisme 

yang berlaku dalam sistem penganggaran daerah.
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(7) Da lam h a l barang/jasa has i l pengadaan mela lui Swakelo la a k e n 

d ih ibadkan kepada Kelompok Masyaralcat, m a k a proses serah ter ima 

sesua i dengan ketentuan perundang-undangan. 

Bag ian Keempat 

Pengelolaan Keuangan 

Pasa l 15 

Pengelolaan Keuangan k h u s u s n y a yang berkai tan dengan mekanisme 

Penatausahaan , Penggunaan dan Penyusunan Laporan Pertangjqing J a w a b e n 

Keuangan DPK berpedoman pada ketentuan peraturan perundemg-undangg n 

yang berlalcu. | 
j 
! 

B A B V I 

E V A L U A S I DAN PEL/tPORAN 

Bag ian Per tama 
E v a l u a s i dan Pelaporan di T ingkat Kecamatan 

Pasa l 16 

(1) Camat me l akukan evaluas i perkembangan rea l isas i fisik dan keuangan 

pe laksanaan kegiatan pengembangan ke lu rahan da lam e^J^aluasi r u t i n 

yang d i l aksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ka l i da lam 1 (satu) bu lan 

(2) Camat me l akukan pengawasan dan pemantauan perkembangan 

pe laksanaan pembangunan s a r a n a dan p rasa rana serta kegiatan 

pemberdayaan yang d i l aksanakan oleh sediap Ke lu rahan . 

(3) Camat menyampa ikan laporan secara tertul is has i l pemantauan dajn 

evaduasi pelaksainaan kegiatan pengembangan K e l u r a h a n kepada Wal i 

kota meladui Ke tua T i m Pembina D P K setiap bu lan , se lambat- lambatnya 

tanggal 10 di bulam ber ikutnya. 

Bag ian Kedua 

E v a l u a s i dain Pelaporan di T ingkat Kota 

Pasa l 17 

(1) E v a l u a s i pe laksanaan Kegiatan Pengemlaangan Ke lu rahan tingkat kota 

di lakulcan oleh T i m Pembina D P K Kota Corontalo. 

(2) T i m Pembina D P K m e l a k u k a n Rapat Monitoring dan E v a l u a s i 

perkembangan pe laksanaan kegiatmi pengembangan ke lu rahan 

sekurang-kurangnya 1 (satu) k a l i da lam 3 (tiga) bu lan . 

-22- 

(7) Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola akan 

dihibanhkan kepada Kelompok Masyarakat, maka proses serah terima 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Pengelolaan Keuangan 

Pasal 15 

Pengelolaan Keuangan khususnya yang berkaitan dengar mekanisme 

Penatausahaan, Penggunaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban 

Keuangan DPK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

BAB VI 

EVALUASI DAN PELAPORAN 

Bagian Pertama 
Evaluasi dan Pelaporan di Tingkat Kecamatan 

Pasal 16 

(1) Camat melakukan evaluasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan 

pelaksanaan kegiatan pengembangan kelurahan dalam evaluasi rutin 

yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan 

(2) Camat melakukan pengawasan dan pemantauan perkembangan 
| 

pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan 

pemberdayaan yang dilaksanakan oleh setiap Kelurahan. 

(3) Camat menyampaikan laporan secara tertulis hasil pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan Kelurahan kepada Wali 

kota melalui Ketua Tim Pembina DPK setiap bulan, selambat-lambatnya 

tanggal 10 di bulan berikutnya. 

Bagian Kedua 

Evaluasi dan Pelaporan di Tingkat Kota 

Pasal 17 

3
.
 

(1) Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kelurahan tingkat kota 

dilakukan oleh Tim Pembina DPK Kota Gorontalo. 

c
 

(2) Tim Pembina DPK melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi 

perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangar kelurahan 

b
e
 

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 



1 • 

- 2 3 -
\ 

(3) Has i l Rapat E v a l u a s i d i laporkan secara tertul is kepada Wal i Kota melalq i 

Sekretar is Daerah. ' 

(4) Laporsin d i sampa ikan se lambat- lambatnya tanggal 10 di t 'u lan pertanjia 

pada t r iwu lan ber ikutnya. 

B A B V l l 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 18 

Pada saat Pera turan Wal i Kota in i ber laku, Pera turan Wal i ko ta Gorontalo 

Nomor 2 T a h u n 2020 tentang Petunjuk Pe laksanaan D a n a Pengembangen 

Ke lu rahan D i L ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Ber i ta Daerah K o i a 

Gorontalo T a h u n 2020 Nomor 2) sebagaimana telah d iubah dengan Pera turan 

Wal i Kota Gorontalo Nomor 39 T a h u n 2 0 2 1 tentang Perubahan Atas Peraturqn 

Wal i Kota Gorontalo Nomor 2 T a h u n 2020 tentang Petunjuk Pelalcsanaan Dar ia 

Pengembangan Ke lu rahan D i L ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berii a 

Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2 0 2 1 Nomor 39) d icabut dan dinyatakein tidsfk 

ber laku. 

Pasa l 19 

Pera turan Wal i Kota i n i mu la i be r laku pada tanggal 20 Apr i l 2025 . 

Agar setiapi orang mengetahuinya, memer in tahkan Pengundangan Peraturaln 

Wal i Kota in i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kota Gorontalo. 

Di te tapkan di Gorontalo 

p l i a tangi?al, ^^ j u l i 

J 

2025 

(WALI K G T A GORONTALO 

ADHAN D A M B E A 
Diundangkian di Gorontalo 

pada tanggal, 31 ^ u l i 2025 

S E K R E T A R I S D A E R A H KOTA GORONTALO, 

ISMAl 

B E R I T A D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR ..1.^ 

.23- 

(3) Hasil Rapat Evaluasi dilaporkan secara tertulis kepada Wali Kota melalui 

Sekretaris Daerah. 

(4) Laporan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan pertama 

pada triwulan berikutnya. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali kota Gorontalo 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Pengembangan 

Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota 

Gorontalo Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Wali Kota Gorontalo Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Wali Kota Crorontalo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana 

Pengembangan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita 

Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 19 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2025. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam. Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pala tanggal, 34 juli 2025 

ALI KOTA GORONTALO k | 

A— 
Koran Dkanea DAMBEA 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal, 131 Juli 2025 

SEKRETARIS D/ Y KOTA GORONTALO, 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR .44
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L A M P I R A N I 

P E R A T U R A N W A L I K O T A G O R O N T A L O 

NOMOR 11 T A H U N 2 0 2 5 

T E N T A N G 

P E T U N J U K PELAKSANAAN DANA P E N G E M B A N G A N K E L U R A H A N 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN 

KELURAHAN 

Jl Telp 0435 -

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

Gorontalo, 

.... (....) Eksemplar 
Permohonan Perubahan Usulan Kegiatan 
Dana Pengembangan Kelurahan Tahun .... 

Kepada Yth, 

WALI KOTA GORONTALO 

d i -

Gorontalo 

Dalam rangka Optimalisasi pelaksanaan kegiatan Dana Pengembangan 

Kelurahan Tahun 20.. . . , kami mengajukan perubahan kegiatan yang mendesajt 

dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Justifikasi Teknis; 

2. Berita Acara; 

3. Dokumentasi Pekerjaan; 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Lurah , 

(Ttd + Cap) 

m 

HUKUM 

mm 

ssm. 

Nip. 
Tembusan: 

1 . Kepala Bapppeda Kota Gorontalo; 
2. Camat ; 
3. Arsip 

LAMPIRAN I 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 11 TAHUN 2025 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA PENGEMBANGAN KELURAHAN 

PEMERINTAH KCTA GORONTALO 

KECAMATAN sa... 

KELURAHAN we coccocooo.o. 

Nomor | Kena sena 
Lampiran : .... (....) Eksemplar 

Perihal : Permohonan Perubahan Usulan Kegiatan 
Dana Pengembangan Kelurahan Tahun .... 

Kepada Yth, 

WALI KOTA GORONTALO 

di — 

Gorontalo 

Dalam rangka Optimalisasi pelaksanaan kegiatan Dana Pengembangan 

Kelurahan Tahun 20...., kami mengajukan perubahan kegiatan yang mendesak 

dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Justifikasi Teknis, 

2. Berita Acara: 

3. Dokumentasi Pekerjaan: 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Lurah ...... , 

(Ttd # Cap) 

UNIT 

Ba TE 
KABAG A NIP. sana n non eno nnnnnnnannnnnanan 

2 U Tembusan: 

ASISTEN 
1. Kepala Bapppeda Kota Gorontalo: 

SEKDA (2. Camat...... . 

| 3. Arsip 



JUST IF IKASI T E K N I S 

Nomor: 

Pada hari Ini tanggal (dalam huruf) bulan tahun .... (dalam huruf). 

Bertempat di Aula Kantor Kelurahan Kecamatan Kota Gorontalo, dalam rangka 

optimalisasi pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan Tahun 20.. . , kami sudan 

melaksanakan rapat bersama pemangku kepentingan untuk perubahan pekerjaan. 

Melalui kesempatan ini kami sampaikan justifikasi teknis sebagai berikul: 

1 . Identitas Pekerjaan 

Uraian Pekerjaan Av/al Pekerjaan Penggant 

a. Nama Pekerjaan 

b. Lokasi : J l RT.. . . RW. . . . : J l . . . . , RT.. . . RW. . . . 

0. Jenis Pekerjaan 

d. Volume Pekerjaan 

e. Anggaran : Rp (terbilang) : Rp. (terbilang) 

2. Latar Belakang dan Permasalahan 

a. Latar Belakang 

_ 
(diisi Latar Belakang perubahan pekerjaan) 

b. Permasalahan 

(diisi Permsalahan perubahan pekerjaan) 

3. Tujuan Pekerjaan 

(diisi Tujuan perubahan pekerjaan) 

4. Manfaat HCegiatan 

(diisi manfaat perubahan pekerjaan) 

Dasar Hukum dan Perencanaan 

-.2- 

JUSTIFIKASI TEKNIS 

Pada hari ini ...... tanggal ..... (dalam huruf) bulan ..... tahun .... (dalam huruf). 

Bertempat di Aula Kantor Kelurahan ...... Kecamatan ..... Kota Gorontalo, dalam reingka 

optimalisasi pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan Tahun 20..., kami sudah 

melaksanakan rapat bersama pemangku kepentingan untuk perubahan pekerjaan. 

Melalui kesempatan ini kami sampaikan justifikasi teknis sebagai berikut: 

1. Identitas Pekerjaan 

Uraian Pekerjaan Awal Pekerjaan Pengganti 

a. | Narna Pekerjaan Pangan Smart 

b. | Lokasi “JL..., RT.... RW... "JL... RT... RW.... 

c. | Jenis Pekerjaan 5 aeapss Pangan 

d. | Volume Pekerjaan I sks | aa 

e. | Anggaran i pb (terbilang) RP: sara (terbilang) 

2. Latar Belakang dan Permasalahan 

a. Latar Belakang 

(diisi Latar Belakang perubahan pekerjaan) 

b. Permasalahan 

(diisi Permsalahan perubahan pekerjaan) 

3. Tujuan Pekerjaan 

(diisi Tujuan perubahan pekerjaan) 

4. Manfaat Kegiatan 

5. Dasar Hukum dan Perencanaan 

Kl 
h 
$ (diisi manfaat perubahan pekerjaan) 

|
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a. Pefaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatah 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaap 

Masyarakat di Kelurahan; 

b. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor ... Tahun 2025 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan di Lingkungan Pemerintap 

Kcta Gorontalo; 

0. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor... Tahun 20.. tentang Rencana Kerjla 

Pemerintah Daerah Tahun ... (tahun perencanaan) atau Peraturan Wali Kota 

Gorontalo Nomor ... Tahun 20.. tentang Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun ... (tahun perencanaan) 

d. Hasil Musrenbang Kelurahan .... Tahun ... (tahun perencanaan) 

Demikian surat justifikasi teknis ini kami buat siebagai bahan pertimbangan daiarji 

proses perencanaan dan penganggaran. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih 

Gorontalo, 

Peserta Rapat: 20. 
Lurah 

1 (Nama dan tanda tangan) 

2 (Nama dan tanda tangan) ,^ ^ . 
(Ttd + Cap) 

3 (Nama dan tanda tangan) 

4 (Nama dan tanda tangan) 

5 (Nama dan tanda tangan) Nip. 

-3L 

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kobtatah 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan, 

b. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor ... Tahun 2025 tertang Petunjuk 

Pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah 

Kota Gorontalo, | 

c. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor ... Tahun 20.. tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun ... (tahun perencanaan) atau Peraturan Wali Kota 

Gorontalo Nomor ... Tahun 20.. tentang Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun ... (tahun perencanaan) 

d. Hasil Musrenbang Kelurahan .... Tahun ... (tahun perencanaan) 

Demikian surat justifikasi teknis ini kami buat sebagai bahan pertimbangan dalam 

proses perencanaan dan penganggaran. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Gorontalo, 

Peserta Rapat: Na KN Sa AT NTT 2 0... 

Lurah ...... 

Tn navws (Nama dan tanda tangan) 

Ma N dan tanda tangan 
Sei gan) (Ttd # Cap) 
O. sate (Nama dan tanda tangan) 

M5 saka (Nama dan tanda tangan) 

5 aa (Nama dan tanda tangan) Ni snc.cooc.ocaomunuungsssssssssssanana 

PP aa 

UNI 
KERJA 

n
d
 
—
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BERITA ACARA 
PERUBAHAN P E K E R J A A N DANA PENGEMBANGAN KELURAHAN 

KELURAHAN , KECAMATAN .... 
KOTA GORONTALO 

TAHUN 20.. . 
Nomor: 

Pada harl ini tanggal (dalam huruf) bulan tahun .... (dalam huruf). 

Bertempat di Aula Kantor Kelurahan Kecamatan Kota Gorontalo, telah 

dilakukan musrenbang / rapat sebagaimana justifikasi teknis (terlampir) maka telah 

disepakati bersama beberapa pemangku kepentingan dengan Usulan Perubahan 

Pekerjaan pada Dana Pengembangan Kelurahan tahun 20 Dengan rincian sebagai 

berikut 

NO 
NAMA 

P E K E R J A A N 
LOKASI 

J E N I S 

P E K E R J A A N 
VOLUME 

ANGGARAN 

(Rp) 

1 xx.xxx.xxx,-

TOTAL J xx.xxx.xxx,-

Demikicin Berita Acara ini dibuat dengan sebenaranya sesuai dengan kesepakatan 

bersama, untuk digunakan sebagai mana mestinya. 

Peserta Rapat: 

1 (Nama dan tanda tangan) 

2 (N ama dan tanda tangan) 

3 (Nama dan tanda tangan) 

4 (N ama dan tanda tangan) 

5 (N ama dan tanda tangan) 

Gorontalo, 20.. . 
Menyetujui, 

Camat Lurah 

(ttd + cap) 

Nip. 

(ttd + cap) 

Nip. 

i 

“4 

BERITA ACARA 

PERUBAHAN PEKERJAAN DANA PENGEMBANGAN KELURAHAN | 

KELURAHAN ..... , KECAMATAN ..... 

KOTA GORONTALO 

TAHUN 20... 

ON 1 nari 

Pada hari ini ...... tanggal ..... (dalam huruf) bulan ..... tahun .... (dalam huruf). 

Bertempat di Aula Kantor Kelurahan ....... Kecamatan ...... Kota Gorontalo, telah 

dilakukan musrenbang / rapat sebagaimana justifikasi teknis (terlampir) maka telah 

disepakati bersama beberapa pemangku kepentingan dengan Usulan Perubahan 

Pekerjaan pada Dana Pengembangan Kelurahan tahun 20.... . Dengan rincian sebagai) 

berikut | 

00 NAMA ES” | —..1 ANGGARAN | 
NO | | LOKASI | | VOLUME 

PEKERJAAN | | PEKERJAAN | (Rp) 

Lo Dan Pen (soo Tn | La MMI 
| 

Nan PA PAN Kana Ba Ka | L —— IN 

TOTAL | XX.XXX. XX.» 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenaranya sesuai dengan kesepakatan 

bersama, untuk digunakan sebagai mana mestinya. 

Peserta Rapat: 

1. se (Nama dan tanda tangan) 

Bi ser (Nama dan tanda tangan) 

2, Karin (Nama dan tanda tangan) 

Binaan (Nama dan tanda tangan) 

- EN (Nama dan tanda tangan) 

Gorontalo, .............iooo... 20... 

Menyetujui, 

Camat...... Lurah ..... 

uan (ttd # cap) (ttd # cap) ly 
2 HUKUM ji PAN 
ASISTEN 

IP. neon nnnnnannnnnnnnannnnnnnannnanaaaan NIP. sen... nnnnnnnnnn ana nnnnnnn kanan | Si y ) Nip ip 

|
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DOKUMENTASI P E K E R J A A N 
Nomor: 

URAIAN P E K E R J A A N AWAL P E K E R J A A N PERUBAHAN 

Foto / Dokumentasi (Foto Lokasi Pekerjaan) (Foto Lokasi Pekerjaan) 

Nama Pekejaan 
Lokasi J l . . . . , RT. . . . RW — J l . . . . , RT. . . . R W . .. 
Jenis Peker aan 
Volume Pekerjaan 
Anggaran Rp (terbilang) Rp (terbilang) 

Peserta Rapat: 

1 (N ama dan tanda tangan) 

2 (N ama dan tanda tangan) 

3 (N ama dan tanda tangan) 

4 (Nama dan tanda tangan) 

5 (N ama dan tanda tangan) 

Gorontalo, 

Lurah 
.20... 

(Ttd + Cap) 

Nip. 

WALI KOTA GORONTALO f 
ADHAN D A M B E A 

DOKUMENTASI PEKERJAAN 
NOMOF » Lo... 

URAIAN PEKERJAAN AWAL PEKERJAAN PERUBAHAN 

Foto / Dokumentasi (Foto Lokasi Pekerjaan) (Foto Lokasi Pekerjaan) 

Nama Pekerjaan 
Lokasi 

Jenis Pekeraan 

Volume Pekerjaan 

AI 
sen 

Anggaran 2 PP: ena (terbilang) 1 Ria (terbilang) 

Gorontalo, 

Peserta Rapat: BN Ka NN Nan 20... 

Lurah ...... : 

3 MA (Nama dan tanda tangan) | 

Wis mama Nama dan tanda tangan gan) (Ttd 4 Cap) 
3 aa (Nama dan tanda tangan) 

hinata (Nama dan tanda tangan) 

5, Ta (Nama dan tanda tangan) 21 abi bb ea MN NN NN NN Kanaan 

NIP aa 

ADHAN DAMBEA 
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L A M P I R A N I I 

P E R A T U R A N W A L I K O T A O G R O N T A L O 

NOMOR 11 T A H U N 2 0 2 5 

T E N T A N G 

P E T U N J U K PELAKSANAAN DANA PENGEMBANGAN K E L U R A H A N 

KONTRAK SWAKELOLA, 
Contoh 

untuk melaksanakan Swakelola 

Pengadaan (nama Barang/Jasa) 

Nomor: 

KONTRAK SW/!,KELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan 
ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun 
<tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf> antara: 

1. 

2. 

<nama Pejabat Penandatangan Kontrak>, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang 
bertindak untuk dan atas nama <nama satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak>, yang 
berkedudukan di 

Kontrak> Nomor 

<alamat Pejabat Penandatangan Kontrak>, berdasarkan Surat Keputusan 
<pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai Pejabat F'enandatangan 

<No. SK penetapan sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak>, 
selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak"; dan 

<nama ketua/pimpinan Pokmas>, yang berkedudukan di 
berdasarkan kartu identitas No. 

<alamat>. 
<NIK>, berdasarkan Surat Pengukuhan. 

<pejabat yang memberikan pengukuhan Pokmas> Nomor_ 
selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola". 

. <No. Sural Pengukuhan>, 

MENGINGAT BAHWA: 

(a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana S wakelola untuk menyediakan barang/jasa 
sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini; 

(b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki 
personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan 
persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; 

(c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk 
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; 

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa 
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 

1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 

2) telah membaca dan memahami secara penuh ketenl uan Kontrak ini; 

3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan 

se mua ketentuan dalam Kontrak Ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. 

LAMPIRAN II 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 11 TAHUN 2025 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA PENGEMBANGAN KELURAHAN 

SEKDA 

E
S
 

Contoh 
KONTRAK SWAKELOLA 

untuk melaksanakan Swakelola 

Pengadaan (nama Barang/Jasa) 

Nomor: 

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan 

ditandatangani di pada hari tanggal — bulan tahun 

€tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf» antara: 

Th 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

. «nama Pejabat Penandatangan Kontrak», selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang 

bertindak untuk dan atas nama «nama satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak», yang 

berdasarkan kartu identitas No. 

berkedudukan di calamat Pejabat Penandatangan Kontrak», berdasarkan Surat Keputusan 

«pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai Pejabat Penandatangan 

Kontrak» Nomor «No. SK penetapan sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak», 

selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak": dan 

. &nama ketua/pimpinan Pokmas», yang berkedudukan di .. Salamat», 

€NIK3, berdasarkan Surat Pengukuhan 

«No. Surat Pengukuhanz», «pejabat yang memberikan pengukuhan Pokmasz Nomor 

selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”. 

MENGINGAT BAHWA: 

Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa 

sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini: 

Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki 

personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan 

persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini: 

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewznangan untuk 

menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili, 

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa 

sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 

1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut, 

2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini: 

3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan 

semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. 
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I 
MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat 
dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: I 

1 . total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp 

( rupiah); 

2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak in! memiliki arti dan makna yang sama seperti yang 
tercantum dalam lampiran Kontrak ini; 

3. dokumeii-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan aagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak 

ini: 

a. Adendum Kontrak (apabila ada); 

b. Pokok Perjanjian; 

c. S'jarat-syarat Umum Kontrak (SSUK); 

d. Svarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK); 

e. KAK; 

f. RAB; 

g. Proposal; dan 

h. dokumen lain yang terkait. 

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara 
ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku 
adalah katentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas; 

5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan 
dalam Kontrak yang meliputi khususnya: 

a. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk: 

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang d laksanakan oleh Pelaksana Swakelola; 

2) meminta laporan-iaporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 

Pelaksana Swakelola; 

3) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan speslfikasi/KAK dan jadwal penyerahan 
pekerjaan yang telah ditetapkan daiam Kontrak; 

4 ; memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana 
Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan 

5] membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kon :rak yang telah 
ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola. 

b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk: 

1] menerima pembayaran untuk pelaksanaan piekerjaan sesuai dengan harga yang telah 
ditentukan dalam Kontrak; 

2] meminta fasllitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat 
Penandatangan Kontrak untuk kelancaran oelaksanaan pekerjaan se:;uai ketentuan 
Kontrak; 

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan 
Kontrak; 

4] melaksanakan dan menyelesalkan pekerjaan sesuai dengan jadwel pelaksanaan 
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 

5) memberikan keterangan-keterangan yang dioerlukan untuk pemeriksaain pelaksanaan 
yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; 

6] menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah 
ditetapkan dalam Kontrak; dan 

7) mengambil langkah-langkah yang cukup merradai untuk melindungi lingkungan tempat 
kerja dan membatasi perusakan dan ganggiian kepada masyarakat maupun millknya 
akibat kegiatan Pelaksana Swakelola. 

6. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK; 

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditandatangani. 

-.7 
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SEKDA 

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat 

dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 

1. 

Ti 

total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp 

( rupiah): 

peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang 

tercantum dalam lampiran Kontrak ini: 

dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak 

ini: 

a. Adendum Kontrak (apabila ada): 

b. Pokok Perjanjian, 

c. Svarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), 

d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), 

e: KAK: 

f. RAB: 

ge. Proposal, dan 

h. dokumen lain yang terkait. 

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu samia lain, dan jika terjadi pertentangan antara 

ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku 

adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas: 

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan 

dalam Kontrak yang meliputi khususnya: 

a. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk: 

1: mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola: 

2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 

Pelaksana Swakelola: 

3 menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan 

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak: 

4: memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan o»leh Pelaksana 

Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak: dan 

5) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kon:rak yang telah 

ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola. 

b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk: 

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah 

ditentukan dalam Kontrak, 

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat 

Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 

Kontrak: 

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan 

Kontrak: 

4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwzl pelaksanaan 

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak: 

5) memberikan keterangan-keterangan yang diberlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan 

yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak, 

6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah 

ditetapkan dalam Kontrak: dan 

7) mengambil langkah-langkah yang cukup merradai untuk melindungi lingkungan tempat 

kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya 

akibat kegiatan Pelaksana Swakelola. 

Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK: 

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditandatangani. 
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|j 
DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk 
menandatangaiil Kontrak Ini pada tanggal tersebut di atas dam melaksanakan Kontrak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. 

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola 

<diisl nama ketua/pimpnan Pokmas> 

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan 

Kontrak <diisi sesuai SK 

Pengangkatan> 

<tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk <tanda langan dan cap (jika salinan asli ini untuk 

Pelaksana Swakelola maka rekatkan meterai)> satuan kerja PPK maka rekatkan meterai)> 

[nama lenakaal 

[jabatan] 

(nama lengkap] 

[jabatan] 

W A L I KOTA OORONTALO t 
ADHAN DyVMBEA 

.8- 

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan 

Kontrak cdiisi sesuai SK 

Pengangkatan? 

standa tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk 

Pelaksana Swakelola maka rekatkan meterai)» 

Inama lengkap) 

ljabatan) 

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk 

menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. 

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola 

.. diisi nama ketua/pimpinan Pokmas» 

standa tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk 

satuan kerja PPK maka rekatkan meterai)2 

Inama lengkap) 

liabatan) 

ADI 
SI 

WALI KOTA GORONTAL 

5 -T Tt 
ar 3 
ADHAN DAMBEA 

1 
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L A M P I R A N I I I 

P E R A T U R A N W A L I K O T A O O R O N T A L O 

NOMOR 11 T A H U N 2 0 2 5 

T E N T A N O 

P E T U N J U K PELAKSANAAN DANA PENOEMBANOAN K E L U R A H A N 

NOTA K E S E P A H A M A N P E N O A D A A N M E L A L U I S W A K E L O L A 

(Memorandum of Understanding) 

Untuk Pekerjaan 

[diisi nama peket pekerjaan swakelola] 

Ncimor : [diisi nomor dari Pihak Kes atu] 

Nomor : [diisi nomor dari Pihak Kedua] 

ANTARA 

Camat Selaku Pengguna Anggaran 

Dengan 

Ketua Kelompok Selaku Pelaksana Swakelola 

Pada hari ini tanggal bulan tahun 
[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] bertempat di /diisi namifi 
tempat penadantangan] yang bertandatangan di bawab ini: 

1. Nama : [diisi nama Lurah selak\i 
KPA] 

Jabatan : Camat selaku Pengguna Anggaran 

NIP : 

Alamat Kantor : 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

2. Nama : 

Rmpinan Pokmas : 

UNTT 

mm 

mm 

SEKDA 

SK (Nomor/Tanggal) : [nomor dan tanggal 
Penetapan Pokmas] 

NIK : 

Alamat Kantor : 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PAR^ 
PIHAK. 

LAMPIRAN III 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 11 TAHUN 2025 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA PENGEMBANGAN KELURAHAN 

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA 

(Memorandum of Understanding) 

Untuk Pekerjaan 

(diisi nama peket pekerjaan swakelola) 

NOMOT ? Loco ennnanan nana (diisi rromor dari Pihak Kesatu) 

MOTO 2 sasa (diisi nomor dari Pihak Kedua) 

ANTARA 

OA eka Selaku Pengguna Anggaran 

Dengan 

Ketua Kelontpolk....oooomoo.mocmiwenen Selaku Pelaksana Swakelola 

Pada hari ini............. tanggal ............... bulan oo tahun oom . 

(tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf bertempat di... (diisi nama 

tempat penadantangan| yang bertandatangan di bawah ini: 

1. Nama Y museum nenen owo wan msaNa (diisi nama Lurah selaku 
KPA) 

Jabatan 2 KAN naa selaku Pengguna Anggaran 

NIP TE AA SA TA AA 

Alamat Kantor 2 Lee Mes eunN na enupa NN Kse aan 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

2. Nama | pwnemm waeb amankan 

Pimpinan Pokmas S) eenowaemormsntow sman Mae MN 

SK (Nomor/Tanggal) | seuweweserspesusmnansrana Inomor dar. tanggal SK 

Penetapan Pokmas/| 

aan | Ag KERJA NIK | nyaa 

KABAG : Lama Alamat Kantor AA "EA MA AA 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

SEKDA 
(PIHAK. 
emak PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA
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! ! 
PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan 
terlebib dabulu bal-bal sebagai berikut: j 

1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerab untuk tabun 
anggaran merencanakan kegiatan swakislola dengan pibak kedua. 

2. PIHAK KEDUA adalab Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam 
[diisi sesuai jenis pekerjaan: Pekerjaan Konstruksi] dan sanggup untulc 

menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola. 

3. PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan F'lHAK KEDUA menetapkan PIHAK 
KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe IV. 

4. Babwa PARA PIHAK dalam bal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan 
kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerab. 

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya 
menerangkan dengan ini telab sepakat dan setuju untuk mengadakan nota 
kesepabamai yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentu<m dan syarat-
syarat sebag;ai berikut : 

PASAL 1 

Nota KesepaJiaman ini adalab sebagai langkab awal dalam rangka usfiba kerjasama 
yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keablian dan fasilitas 
yang dimiliki masing masing pibak dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

[nama paket pekerjaan] 

PASAL 2 

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepabamiin ini adalali 
sebagai beriFait: [diisi dengan uraian lingkup pekerjaan sesuai dengan KAB] 

1 
2 

PASAL 3 

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK 
menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/PerjEinjian Kerjasama yemg dilakukan 
oleb Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggqng jawab anggar£in dari pibak 
pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola 'ripe IV Kelompok Masyarakat dari 
pibak kedua, yang memuat bak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan 
fungsi dari P?K penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola T i p ; 
[V Kelompok Masyarakat dari pibak kedua. 

PASAL 4 

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepabiiman ini akan ditanj^gung masing-
masing oleb PARA PIHAK. 

PASAL 5 

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ( ) bulan/tabun, 
terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yjing disepakati oleb PARA PIHAK, 
sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir. 

2. Apabila tietentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas 
tidak seg:era ditindakianjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam 
Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman salin;; 
menguntungkan ini batal dan/atau berakhir. 

P
n
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PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan 

terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 

1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahuri 

anggarari ......... merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua. 

2. PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam 
Mas nasaa (diisi sesuai jenis pekerjaan: Pekerjaan Konstruksi) dan sanggup untuk 
menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelo:a. 

3. PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK 

KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe IV. 

rs
 

4. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud rnelakukan kerjasama pelaksanaan 
kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah. 

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya 

menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota 

kesepahaman yang saling menguntungkan dengari ketentuan-ketentuan dan syarat- 

syarat sebagai berikut : 

PASAL 1 

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama 

yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas 

yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

sekamna nam Sada (nama paket pekerjaan) 

PASAL 2 

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalarn Nota Kesepahaman ini adalah 

sebagai berikut: /diisi dengan uraian lingkup pekerjaan sesuai dengan RABJ/ 

PASAL 3 

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHA 

menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakuk 

oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pih 

pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Masyarakat d 

pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan 

fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe 

IV Kelompok Masyarakat dari pihak kedua. 

PASAL 4 

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung masing- 

masing oleh PARA PIHAK. 

PASAL 5 

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ...... Keenan ) bulan/tahun, 

terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, 
sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir. 

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas 
tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam 
Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling 
menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.
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Demikian Ncita Kesepahaman ini dibuat rangkap d.ua, disepakati dan ditandatangar i 
oleb PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sebat jasmani dan robani, tanpa ada tekanar 
pengaruh, piiksaan dari pibak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku seja« 
ditanda-tan§;ani. 

PIHAK PERTAMA 

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli 
ini untuk PIHAK KEDUA maka rekatkan 

materai Rp 10.000,-)] 

PIHAK KEDUA, 

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli 
ini untuk PIHAK PERTAMA maka 
rekatkan materai Rp 10.000,-)] 

(nama lengkap] [nama lengkapj 

[jabatan] [NIP 

W A L I KOTA OORONTALO 

ADHAN DAM B E A 

- TY3 

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani 

oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, 

pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak 

ditanda-tangani. 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 

(tanda tangan dan cap (jika salinan asli (tanda tangan dan cap (jika salinan asli 

ini untuk PIHAK KEDUA maka rekatkan ini untuk PIHAK PERTAMA maka | 

materai Rp 10.000,- JJ rekatkan materai Rp 10.000,- JJ 

Pai aa En BEN EA Han ERA (nama lengkap! kanan ensana nanas Irama lengkap! 

DN Mun aman new remas ljabatan) kerawnsssnsanunuanyasenssasousan PNIP 

WALI KOTA coRonTaLof 

ADHAN DAMBEA 

Ka
 m

a 
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L A M P I R A N IV 

P E R A T U R A N W A L I K O T A O O R O N T A L O 

NOMOR 11 T A H U N 2 0 2 5 

T E N T A N O 

P E T U N J U K PELAKSANAAN DANA PENOEMBANOAN K E L U R A H A N 
I 

Contoh Usulan Material/Bahan/Sarana Prasarana/Peralatan Dan Tenaga 

Kerja 

[Kop Surat Pelaksana Sw^akelola] 
j 

USULAN KEBUTUHAN MATEIUAL/BAHAN, 
SARANA PRASARANA/PERALATAN, DAN TENAGA K E R J A 

Pada pengadaan <nama paket> 

*Periode: s.d 

No Item 

Pengajuan 
Kebutuhan Tanggal 

Digunakan 

! 

Keterangan 

Volume 
Total 
Biaya 

Tanggal 
Digunakan 

! 

Keterangan 

1 Material/Bahan 

2 
Sarana 
I 'rasarana/ Peralatsin 

3 Tenaga Kerja 

*periode diisi rentang tanggal secara mingguan / bulanan sesuai ketentuan yang 
diatur dalam Kontrak 

Diajukan oleb Disetujui oleb 
Tim Pelaksana, Pejabat Pembuat 

Komitmen, 

(ttd) (ttd) 

(nama lengkap) (nama lengkap) 

LAMPIRAN IV 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 11 TAHUN 2025 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA PENGEMBANGAN KELURAHAN 

Contoh Usulan Material/ Bahan/ Sarana Prasarana/ Peralatan Dan Tenaga 

Kerja 

(Kop Surat Pelaksana Swakelola) 

USULAN KEBUTUHAN MATERIAL/BAHAN, 
SARANA PRASARANA/PERALATAN, DAN TENAGA KERJA 

Pada pergadaan Jaa «nama paket» 

TPenoe ea Pan 

Pengajuan 

Kebutuhan 
No Item Tanggal Keterangan 

Total Digunakan 
Volume Biaya 

1 | Material/Bahan 

Sarana 

Prasarana/ Peralatan 

3 | Tenaga Kerja 

“periode diisi rentang tanggal secara mingguan/ bulanan sesuai ketentuan yang 
diatur dalam Kontrak 

Diajukan oleh Disetujui oleh 
Tim Pelaksana, Pejabat Pembuat 

Komitmen, 

(ttd) (ttd) 

(nama lengkap) (nama lengkap) 

KERJA 

TABAG 

ASISTEN 

SEKDA 

1
 

.
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Zontoh Laporan Penggunaan Material/Bahan/Sarana Prasarana/ Peralatan 

Dan Tenaga Kerja 

[Kop Surat Pelaksana Sv^akelola] 

LAPORAN PENGGUNAAN MATERIAL/BAHAN, 
SARANA PRASARANA/PERALATAN, DAN TENAGA K E R J / , 

Pada pengadaan <nama paket> 

*Periode: s.d 

No Item 

Rencana Realisasi Keterangan 

No Item 
Volume 

Total 
Biaya 

Volume 
Total 
Biaya I 

1 Material / Bahan 

2 Sarana 
ITasarana / Peralatan 

3 Tenaga Kerja 

*periocie diisi rentang tanggal pelaporan secara mingguan/bu 
yang diatur dalam Kontrak 

anan sesuai ketentuan 

Tim Pelaksana, Diverifikasi oleh 
Tim Pengawas, 

(ttd) (ttd) 

(nama lengkap) (nama lengkap) 

- 134 

Contoh Laporan Penggunaan Material/ Bahan/ Sarana Prasarana/ Peralatan 

Dan Tenaga Kerja 

(Kop Surat Pelaksana Swakelola) 

LAPORAN PENGGUNAAN MATERIAL/BAHAN, 
SARANA PRASARANA/PERALATAN, DAN TENAGA KERJA 

Pada penpadaah senin «nama paket» 

“PO one Ml ama 

Rencana Realisasi Keterangan 

No Item 
Volume Total Volume Pora 

Biaya. Biaya 

1 | Material/Bahan 

2 | Sarana 

Prasarana/ Peralatan 

3 | Tenaga Kerja 

KABAG 

SEKDA P
A
 

A
A
 

“perioce diisi rentang tanggal pelaporan secara raingguan/ bulanan sesuai ketentuan 
yang diatur dalam Kontrak 

Tim Pelaksana, Diverifikasi oleh 

Tim Pengawas, 

(ttd) (ttd) 

(nama lengkap) (nama lengkap) 
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I 
Contoh Surat Permohonan Pemierahan Hasil Pekeriaan 

t 

[Kop Surat Pelaksana Swakelola] 

Nomor : 

Perihai : Permohonan Penyerahan Kepada 
Hasil Pekerjaan 

Yth. 
Pejabat Pembuat Komitmen 

< diisi nama satuan 
kerja> 

d i -

Sehubungan dengan telah selesainya pekeriaan paket pengadaan <diisi 
nama paket pengadaan swakelola>, dengan ini kami mengajukan permohonan 
untuk menyerahkan hasil pekerjaan berdasiarkan kontrak nomor <diiEi 
nomor ]<;ontrak>. 

Demikiim disampaikan untuk dapat ditindakianjuti. 

Pimpinan Kelompok 
Masyarakat/Kietua Tim 

Pelaksana 

(ttd) 

(nama lengkap) 

.14- 

Contoh Surat Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan 

(Kop Surat Pelaksana Swakelola) 

Nomor 

Perihal : Permohonan Penyerahan Kepada 

Hasil Pekerjaan 

Yth. . 
Pejabat Pembuat Komitmen 

snnanaaan «diisi nama satuan 

kerja» 

di - 

Sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan paket pengadaan ...... «diis 

nama paket pengadaan swakelola», dengan ini kami mengajukan permohonat 

untuk menyerahkan hasil pekerjaan berdasarkan kontrak nomor ...... «diis 

nomor kontrak». 

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. 

Pimpinan Kelompok 

Masyarakat /Ketua Tim 

Pelaksana 

(ttd) 

(nama lengkap) 

N
i
 

Ta
 
KA
 

Ta
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Contoh Berita Acara Pemeriksaan 

BERITA ACARA HASIL PEJMERIKSAAN 

Nomor: \ 

Pada hari ini .. 
dibawaJi ini: 

1. Niima 

Jiibatan 

2. Niima 

j£ibatan 

Tanggal Bulan Tahun , Kami yang bertanda tangaq 

: <diisi nama Ketua Tim Pengawas> 

: Ketua Tim Pengawas 

Yang bertindak atas nama Tim Pengawas berdasarkan 
<diisi Surat Keputusan/Penetapan Tim Pengawas 

Swakelola> 

<(iiisi nama Ketua Tim Pelaksana> 

Ketua Tim Pelaksana 

Yang bertindak atas nama Tim Pelaksana berdasarkan 
<diisi Surat Keputusan/Penetapan Tim Pelaksana 

Swakelola> 

3. Niima <diisi nama Tim/Personel Asistensi; 

Yang bertindak atas nama Tim/Personel Asistensi 
berdasarkan <diisi Surat Keputusan/Penetapan 
Tim/Personel Asistensi> 

Berdasarkan Surat Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: ... <dii4i 
nomor surat>, maka pekerjaan <diisi n£una paket Swakelola > 
sesuai Kontrak Swakelola nomor < diisi nomor Kontreik Swakelola > 
tanggal < diisi tanggal Kontrak Swakelola>, setekih dilakuka:! 
pemeriksaan/penilaian/pengujicobaan kesesuaian hasil pekerjaan terhadao 
kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak Swakelola dengai 
didampingi Tim/Personel Asistensi, maka disimpulkan bahwa pekerjaan telaJi 
sesuai dengan Kontrak. 

Secara rinci hasil pemeriksaan kriteria/spesifikasi pekerjaan dapat dilihat dalar)i 
lampiran berita acara ini. 

Demikiiin Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya sebaghi 
dasar diterbitkannya Berita Acara Serah Terima dari Pelaksaina Swakelolq 
kepada PPK. 

Kt;tua Tim Pengawas Ketua Tim Pelaksana 

ERJA {tanda tangan) {tanda tangan) 

EABAG 
HUKUM t 
ASISIEN 

J 
(nama lenqkap) (nama lenqkap) 

SEKDA 

J 

.15- 

Contoh Berita Acara Pemeriksaan 
P
d
 

| HUKUM 

Uu 

SEKDA 

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN 

Nomor: 

Pada hari ini....... Tanggal...... Bulan ..... Tahun...... , Kami yang bertanda tang 
dibawah ini: 

1. Nama |... Cdiisi nama Ketua Tim Pengawas» 

Jabatan : Ketua Tim Pengawas 

Yang bertindak atas nama Tim Pengawas berdasarkan 
Se «diisi Surat Keputusan/Penetapan Tirn Pengawas 
Swakelola» 

2. Nama an cdiisi nama Ketua Tim Pelaksana? 

Jabatan 1 Ketua Tim Pelaksana 

Yang bertindak atas nama Tim Pelaksana berdasarkan 
Inersura «diisi Surat Keputusan/Penetapan Tim Pelaksana | 

Swakelola» 

3. Nama AN ddiisi nama Tim/Personel Asistensi» 

Yang bertindak atas nama Tim/Personel Asistensi 
berdasarkan ......... ddiisi Surat Keputusan/Penetapan 
Tim/Personel Asistensi- 

Berdasarkan Surat Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: ... «diisi 
nomor surat», maka pekerjaan ..........J..ii... cdiisi nama paket Swakelola? 
sesuai Kontrak Swakelola nomor .......... «diisi nomor Kontrak Swakelola» 
tanggal ............ cdiisi tanggal Kontrak Swakelola», setelah dilakukan 
pemeriksaan /penilaian/pengujicobaan kesesuaian hasil pekerjaan terhadap 
kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak Swakelola dengan 
didampingi Tim/Personel Asistensi, maka disimpulkan bahwa pekerjaan telah 
sesuai dengan Kontrak. 

Secara rinci hasil pemeriksaan kriteria/ spesifikasi pekerjaan dapat dilihat dalam 
lampiran berita acara ini. | 

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan seberiarnya sebagai 
dasar diterbitkannya Berita Acara Serah 'Terima dari Pelaksana Swakelol 
kepada PPK. 

Ketua Tim Pengawas Ketua Tim Pelaksana 

(tanda tangan) (tanda tangan) | 

(nama lengkap) (nama lengkap) 
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Tim/Personel Asistensi 
! 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

Catalan: 

1. Dalam hal masih terdapat beberapa pekerjaan kecil yang belum terselesaikan dan cacc t 
mutu yang tidak secara substansial mempengaruhi penggunaan pekerjaan maka dapc :t 
ditambahkan catatan kepada Pelaksana Swakelola untuk diselesaikan atau diperbaikl 
Penyelesaian atau perbaikan dilakukan sebelum penerbitan Berita Acara Serah Terimc:. 

2. Dalam hal pemeriksaan ditemukan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak 
Swakelola dan/atau cacat mutu yang secara substansial mempengaruhi penggunaai 
pekerjaan maka Pelaksana Swakelola harus memperbaiki dan/atau melengkapi 
kekurangan pekerjaan. Berita Acara Hasil Pemeriksaan ditandarangani setelah. 
pelaksana Swakelola memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. 

3. PPK dan Pelaksana Swakelola menandatangani Berita Acara Serah Terum 
berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan in\ 

SEKDA 

b
e
 

T
K
 

I- 

- 16i- 

Tim/ Personel Asistensi 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

Catatan: 

Dalam hal masih terdapat beberapa pekerjaan kecil yang belum terselesaikan dan cacat 
mutu yang tidak secara substansial mempengaruhi penggunaan pekerjaan maka dapat 
ditambahkan catatan kepada Pelaksana Swakelola untuk diselesaikan atau diperbaiki. 
Penyelesaian atau perbaikan dilakukan sebelum penerbitan Berita Acara Serah Terima. 

. Dalam hal pemeriksaan ditemukan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak 
Swakelola dan/ atau cacat mutu yang secara substansial mempengaruhi penggunaan 
pekeriaan maka Pelaksana Swakelola harus memperbaiki dan/atau melengkapi 
kekurangan pekerjaan. Berita Acara Hasil Pemeriksaan ditandatangani setelah 
pelaksana Swakelola memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan. 

. PPK dan Pelaksana Swakelola menandatangani Berita Acara Serah Terima 

berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan iru 
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t 

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 

Nomor : 

Tanggal : 

PEMERIKSAAN PEKERJAAN ... <diisi nama pekerjaan> 

No. Uraian 
Pekerjaan Satuan Volume Jumlah 

Sesuai/ 

Tidak 
Sesuai 

Catatan Refer en si 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kelengkapan Dokumen Pendukung 

No. Dokumen Pendukung 
Sesuai/ 

Tidak Sesuai 

Catatan Referensi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Realisasi Keuangan 

No. Uraian Pekerjaan Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Sielisih (Rp) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. dst. 

(Format tabel pemeriksaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan) 

T
A
 

-17- 

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 

Nomor 

Tanggal 

PEMERIKSAAN PEKERJAAN ... «diisi nama pekerjaan? 

Sesuai/ 

No. Delondan Satuan | Volume | Jumlah | igak | Satatan Referensi 

Sesuai 

5, 

2. 

3. 

4. 

Kelengkapan Dokumen Pendukung 

Sesuai/ Catatan | Referensi 
No. Dokumen Pendukung 

Tidak Sesuai 

1. 

2, 

3. 

4. 

5. 

Realisasi Keuangan 

No. | Uraian Pekerjaan Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) 

L.. 

2 

3 

4. 

5 dst. 

(Format tabel pemeriksaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan) 
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Ketua Tim Pelaksana Kiitua Tim Pengawas 

(tanda tangan) (tanda tangan) 

(nama lengkap) (nama lengkap) 

Tim/Personel Asistensi 

(tanda tangan) 

(nama lengka p) 

E
G
G
 

Ketua Tim Pengawas 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

.18- 

Ketua Tim Pelaksana 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

Tim/ Personel Asistensi 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 
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Contoh Berita Acara Serah Terima 

BERITA ACARA SERAH TERIMA 

Nomor: 

Tanggal Bulan Tahun , Kami yang bertanda tangai 

< diisi nama PPK> 

<diisi NIP> 

PPK pada < diisi nama K/L/PD> 

<diisi nama Ketua/Pimpinan Pokmas Pelaksana 
Swakelola> 

Pimpinan Pokmas < diisi nama Pokmas> 

Yang bertindak atas nama Pokmas Pelaksana Swakelola 
berdasarkan Surat Pengukuhan <pejabat yang 
memberikan pengukuhiin Pokmas> Nomor <No. 
Surat Pengukuhan> 

Berdasiirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: . . <diisi nomor 
berita acara>, dengan ini menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmei 
menerima hasil pekerjaan <diisi nama paket Swakelola> yan? 
diserahkan oleh Pelaksana Swakelola berdasiu-kan Kontrak nomor <dii3i 
nomor Kontrak> tanggal < diisi tanggal Kontrak>. 

Demikiiin Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan selienarnya d a i 
digunalcan sebagaimana mestinya.. 

Pada hiiri i n i . . 
dibawali ini: 

1. Nama 

NIP 

Jabatan 

2. Nama 

j£ibatan 

Pejabat Pembuat Komitmen Pimpinan Pokmas Pelaksana 
Swakelola 

(tanda tangan) 
(tanda tangan) 

(nama lengkap) 
(nama lenakap) 

NIP. 

Contoh Berita Acara Serah Terima 

19 - 

BERITA ACARA SERAH TERIMA 

Nomor: 

Pada hari ini...... Tanggal...... Bulan ..... Tahun...... , Kami yang bertanda tangan 
dibawah ini: 

1. Nama Nan ddiisi nama PPK» 

NIP Fo sero101 cdiisi NIP- 

Jabatan : PPK pada ...coooo. «diisi nama K/L/PD- 

2. Nama DN na «diisi nama Ketua/Pimpinan Pokmas Pelaksana 
Swakelola» 

Jabatan : Pimpinan Pokmas........ «diisi nama Pokmas» 

Yang bertindak atas nama Pokmas Pelaksana Swakelola 
berdasarkan Surat Pengukuhan ....... cpejabat yang 
memberikan pengukuhan Pokmasz» Nomor ....... «No. 
Surat Pengukuhanz- | 

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: ... «diisi nomor 
berita acara», dengan ini menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen | 
meneriina hasil pekerjaan ........... «diisi nama paket Swakelola» yang 
diserahkan oleh Pelaksana Swakelola berdasarkan Kontrak nomor .......... cdiisi 

nomor Kontrak» tanggal............... 

Demikian Berita Acara Serah T 
digunakan sebagaimana mestinya. 

Pejabat Pembuat Komitmen 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

INTEL, meomorawsnoeacnmme 

«diisi tanggal Kontrak». 

erima ini dibuat dengan sebenarnya dan 

Pimpinan Pokmas Pelaksana 
Swakelola 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 
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Contoh Laporan Pemierahan Barana/JcLsa 

20 

Nomor 

Sifat 

Lamjiiran 

Perihal 

Yth. 

Laporan Penyerahan 
Barang/Jasa 

Pengguna /Uiggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran .... 

d i -

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor <diisi nomor berita acara 
seraJi terima> tanggal , dengan mi dilaporkan bahwa Pengadaaln 
Barang/Jasa <ditulis nama paket pengadaan Svyakelola> telah 
selesai dilaksanakan berdasarkan Kontrek Swakelola nomor <dii4i 
nomor Kontrak> tanggal <diisi tanggal Kontrak>. 

Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan hasil pekerjaan 
beserta dokumen Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran. 

Demikian untuk menjadi periksa. 

Pejabat Pembuat Komitmen 

(tanda tangan) 

(Nama Lengkap) 

NIP 

lALl KOTA G O R O N T A L O , ^ 

ADHAN D A M B E A 

-20- 

Contoh Laporan Penyerahan Barang/ Jasa 

5 
“| A 
SEKDA y 

| 

nnsenssnesn 5 mowanceaa ODroslas 

Nomor 

Sifat , Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran .... 

Lampiran : Yth. 
di — 

Perihal : Laporan Penyerahan 
Barang/Jasa 0 annnnnnanananennananaanaaaaan 

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor......... «diisi nomor berita acara 

serah terima? tanggal ......... , dengan ini dilaporkan bahwa Pengadaa 

Barang) Ja8A.o.oooooco cditulis nama paket pengadaan Swakelola» tel 

selesai dilaksanakan berdasarkan Kontrak Swakelola nomor............. cdiisi 

nomor Kontrak» tanggal............. «diisi tanggal Kontrak». 

Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan hasil pekerjaan 

beserta dokumen Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Ariggaran// Kuasa 

Pengguna Anggaran. 

Demikian untuk menjadi periksa. 

Pejabat Pembuat Komitmen 

(tanda tangan) 

(Nama Lengkap) 

ALI KOTA GORONTALO, k 

C Be 
Ba 

ADHAN DAMBEA |


